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Pengambilan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat 
Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 
0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi 
Bahasa Arab (A Guide to Arabic Tranliterastion), INIS Fellow 1992. 
A. Konsonan 
 
Huruf Arab Nama Huruf 
Latin 
Huruf Arab Nama Huruf 
Latin 
 Tha Th ط Alif A ا
 Zha Zh ظ Ba B ب
 ‘ ain„ ع Ta T ت
 Ghain Gh غ Tsa Ts ث
 Fa F ف Jim J ج
 Qaf Q ق Ha H ح
 Kaf K ك Kha Kh خ
 Lam L ل Dal D د
 Mim M م Dzal Dz ذ
 Nun N ن Ra R ر
 Waw W و Zai Z ز
 Ha H ه Sin S س
 ‘ Hamzah ء Syin Sy ش
 Ya Y ي Shad Sh ص






B. Vokal, Panjang, dan Diftong 
Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah 
ditulis dengan “a”, kasrah dengn “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan 
panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut: 
Vokal (a) panjang= Â misalnya قال menjadi Qâla 
 
















Khusus untuk bacaan ya‟ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan 
“î”, melainkan ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan “ya” nisbat 
diakhirnya. Begitu juga dengan diftong, wawu dan ya‟ setelah fathah ditulis 
dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut: 
Diftong (aw) = ىو misalnya قول menjadi qaulun 
Diftong (ay)  = ىي misalnya خري menjadi khayrun 
C. Ta’ Marbȗthah (ة) 
Ta‟ marbȗthah ditranliterasikan dengan “t” jika berada di tengah 
kalimat, tetapi apabila Ta‟ marbȗthah tersebut berada di akhir kalimat maka 
ditransliterasikan denganmenggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi 
al-risalaţ li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang 
terdiridari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditranliterasikan dengan 
menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya. Misalnya 






D. Kata Sandang dan Lafdz Al-Jalâlah 
Kata sandang berupa “al” (ال) ditulisdengan huruf kecil, kecuali 
terletak di awal kalimat. Sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah 
yang berada di tengah-tengah kalimat tang disandarakan 
(idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut: 
1. Al-Imâm al-Bukhâry mengatakan... 
2. Al-Bukhâry dalammuqaddimah kitabnya menjelaskan... 





Mifta Hasda (2021) : Peranan Lembaga Keuangan Syariah dalam Mengimplementasikan 
Keuangan Inklusif (Studi Pada BMT Marwah dan Badan Amil 
Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar) 
Sistem keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam 
pertumbuhan dan stabilitas ekonomi suatu negara. Meningkatkan akses pada 
lembaga keuangan bagi masyarakat diharuskan agar tercapai pertumbuhan 
ekonomi dan stabilnya sistem keuangan. Dengan mengubah sistem keuangan 
yang ekslusif menjadi sistem keuangan yang inklusif maka diharapkan 
masyarakat pada kelompok in the bottom of pyramid yang sebagian besar 
tidak terjangkau akses keuangan formal dapat menggunakan dan 
memanfaatkan layanan jasa keuangan formal. Baitul Mal wa Tamwil (BMT) 
dan Lembaga Zakat merupakan lembaga keuangan syariah yang bersifat inklusif. 
Di Kabupaten Kampar BMT Marwah dan BAZNAS merupakan lembaga 
keuangan syariah yang langsung menyentuh masyarakat kalangan bawah. 
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah upaya BMT Marwah dan 
BAZNAS Kabupaten Kampar dalam mengimplementasikan keuangan inklusif 
serta apa saja hambatan dan solusi dalam mengimplementasikan keuangan 
inklusif.  
Penelitian ini dilakukan di BMT Marwah yang beralamat di Jalan Raya 
Bangkinang – Pekanbaru KM 34, pertokoan terminal pasar Danau Bingkuang dan 
BAZNAS Kabupaten Kampar di Jalan DI Panjaitan Komplek Markaz Islamy. 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Populasi penelitian 
ini adalah karyawan BMT Marwah dan pengurus BAZNAS Kabupaten Kampar. 
Key informan penelitian adalah kepala kantor cabang utama BMT Marwah dan 
Wakil ketua bidang pengumpulan dan distribusi, pendayaguanaan BAZNAS 
Kabupaten Kampar. Metode pengumpulan data dengan observasi, perpustakaan, 
wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis 
menggunakan analisis kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan 
pengambilan kesimpulan/verifikasi. 
Hasil dari penelitian ini adalah  BMT Marwah berupaya memberikan 
produk – produk simpanan dan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat, selain itu produk jasa keuangan yang diberikan memiliki persyaratan 
yang mudah dan kejelasan dalam setiap akitivitas keuangan. Memberikan 
sosialisasi langsung kepada masyarakat dan adanya sistem jemput bola 
memberikan kemudahan bagi nasabah dan calon nasabah jika ingin melakukan 
transaksi keuangan. BAZNAS Kabupaten Kampar berupaya untuk meningkatkan 
jumlah muzaki yang berzakat di BAZNAS dengan cara sosialisasi, 
pembentukan UPZ, advokasi dan pelayanan zakat. Kemudian BAZNAS 
mendistribusikan zakat dengan berbagai program untuk meningkatkan taraf  
hidup mustahik sebagai penerima zakat dengan berbagai program yang ada. 
Adapun hambatan BMT dalam mengimplementasikan keuangan inklusif adalah 
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nasabah pembiayaan khususnya mudharabah  yang sulit untuk menyelesaikan 
kewajiban pembiayaan, pandangan sebagian masyarakat yang masih mengangap 
BMT sama saja dengan lembaga keuangan konvensional dan ada rentenir yang 
ada disekitar masyarakat seakan – akan memberikan pembiayaan yang lebih 
mudah. Oleh sebab itu BMT berupaya untuk memberikan produk pembiayaan 
yang sesuai untuk masyarakat, meningkatkan sosialisasi tentang produk – produk, 
hak dan kewajiban dari BMT maupun nasabah, mulai mengenalkan aplikasi 
payBMT untuk kemudahan transaksi selain sistem jemput bola. BAZNAS belum 
menerapkan zakat melalui layanan keuangan tanpa kantor karena belum 
menerima instruksi dari pusat. Dalam melaksanakan kegiatan di lapangan 
memiliki kendala terbatasnya sumberdaya manusia yang cakap dalam 
melaksanakan tugas, membutuhkan kendaraan operasional untuk kelancaran 
kegiatan, sehingga BAZNAS berupaya untuk   mendapatkan dana APBD Kampar 





















Mifta Hasda (2021): The Role of Islamic Financial Institutions in 
Implementing Inclusive Finance (A Study on BMT 
Marwah and the National Zakat Agency (BAZNAS) of 
Kampar Regency) 
The financial system plays a very important role in the growth and stability of a 
country's economy.  Increasing access to financial institutions for the public is 
required in order to achieve economic growth and stable financial system.  By 
changing exclusive financial system into inclusive, it is expected that people in 
the bottom of the pyramid group, most of them are not reached by formal 
financial access, can use and take advantage of formal financial services.  Baitul 
Mal wa Tamwil (BMT) and Zakat Institution are inclusive Islamic financial 
institutions.  In Kampar Regency, BMT Marwah and BAZNAS are sharia 
financial institutions that directly touch the low-class society.  The formulations of 
the problems of this research are the efforts of BMT Marwah and BAZNAS of 
Kampar Regency in implementing inclusive finance, the obstacles and solutions 
in implementing inclusive finance.  This research was conducted at BMT Marwah 
located on Bangkinang - Pekanbaru main street KM 34, the shops at Danau 
Bingkuang market terminal, and BAZNAS of Kampar Regency on DI Panjaitan 
street, Markaz Islamy complex. It was a field research.  The employees of BMT 
Marwah and administrators of BAZNAS of Kampar Regency were the population 
of this research.  The key informants of this research were the head of the main 
branch office of BMT Marwah and the deputy head of the collection and 
distribution, empowerment of BAZNAS Kampar Regency.  The methods of 
collecting the data were observation, library, interview, and documentation. After 
the data were collected, the data were analyzed by using qualitative analysis with 
the stages of data reduction, data display, and conclusion drawing/verification.  
The research findings showed that BMT Marwah strived to provide savings and 
financing products in accordance with the needs of the community, besides that 
the financial service products provided had easy requirements and clarity in every 
financial activity.  Providing direct socialization to the public and the existence of 
a ball pick-up system making it easy for customers and potential customers to 
conduct financial transactions.  BAZNAS Kampar Regency strived to increase the 
number of muzaki who tithed at BAZNAS by means of socialization, the 
formation of UPZ, advocacy and zakat services.  Then, BAZNAS distributed 
zakat with various programs to improve the living standard of mustahik as zakat 
recipients with various existing programs.  The obstacles encountered by BMT in 
implementing inclusive finance were the financing customers, especially 
mudharabah, who find it difficult to complete financing obligations, the view of 
some the community that still considered BMT to be the same as conventional 
financial institutions and the moneylenders around the community as if they 
would provide easier financing.  Therefore, BMT strived to provide financing 
products that were suitable for the community, increase socialization about 
products, rights, and obligations of BMT and customers, begin to introduce 
payBMT application to ease transactions besides the ball pick-up system. 
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BAZNAS did not yet implement zakat through officeless financial services 
because the instruction from the center was not yet received.  In carrying out 
activities in the field, there were obstacles: limited human resources who were 
capable of carrying out the tasks, requiring operational vehicles for smooth 
activities, so BAZNAS strived to obtain Kampar Regional Revenues and 














































دور المؤسساث الماليت الشرعيت في حطبيق (: ٢٠٢ا مفخاح حاسذا، )
دراست في بيج المال الخمويل الشامل )
والخمويل مروة والوكالت الوطنيت للزكاة 
 لمنطقت كمفر(
إٌظبَ اٌّبٌٟ ٌٗ دٚس ُِٙ ٌٍغب٠خ فٟ ّٔٛ الزصبد اٌذٌٚخ ٚاسزمشاسٖ. 
فض٠بدح ٚصٛي اٌدّٙٛس إٌٝ اٌّؤسسبد اٌّب١ٌخ أِش ِطٍٛة ِٓ أخً 
رحم١ك إٌّٛ االلزصبدٞ ٚإٌظبَ اٌّبٌٟ اٌّسزمش. ِٚٓ خالي رغ١١ش إٌظبَ 
اٌّبٌٟ اٌحصشٞ إٌٝ إٌظبَ اٌّبٌٟ اٌشبًِ ِٓ اٌّأِٛي أْ ٠زّىٓ 
األشخبص فٟ اٌّدّٛػخ اٌّٛخٛدح فٟ أسفً اٌٙشَ ٚاٌز٠ٓ ال ٠غط١ُٙ 
ٌٟ اٌشسّٟ ِٓ اسزخذاَ اٌخذِبد اٌّب١ٌخ اٌشس١ّخ اٌٛصٛي اٌّب
ث١ذ اٌّبي ٚاٌز٠ًّٛ ٚاٌٛوبٌخ اٌٛغ١ٕخ ٌٍضوبح ِٓ ٚاالسزفبدح ِٕٙب. 
اٌّبي  ٚفٟ ِٕطمخ وّفش ٠ؼذّ ث١ذاٌّؤسسبد اٌّب١ٌخ اإلسال١ِخ اٌشبٍِخ. 
ٚاٌز٠ًّٛ ِشٚح ٚاٌٛوبٌخ اٌٛغ١ٕخ ٌٍضوبح ِٓ اٌّؤسسبد ِب١ٌخ ششػ١خ 
ٚأِب اٌسؤاي اٌّطشٚذ فٟ ٘زا رّس ِدزّغ اٌطجمخ اٌذ١ٔب ثشىً ِجبشش. 
اٌجحث فّب ٟ٘ خٙٛد ث١ذ اٌّبي ٚاٌز٠ًّٛ ِشٚح ٚاٌٛوبٌخ اٌٛغ١ٕخ ٌٍضوبح 
فٟ ٘زا ٌّٕطمخ وّفش ٌزطج١ك اٌز٠ًّٛ اٌشبًِ، ِٚب ٟ٘ اٌؼٛائك ٚاٌحٍٛي 
 اٌزطج١ك. 
رُ إخشاء ٘زا اٌجحث فٟ ث١ذ اٌّبي ٚاٌز٠ًّٛ ِشٚح اٌزٞ ٠مغ فٟ 
. ٚرحذ٠ذا فٟ اٌّحالد اٌزدبس٠خ ٤٣ثىٕجبسٚ ن.َ  –شبسع ثٕدى١ٕبٔح 
ٚفٟ اٌٛوبٌخ اٌٛغ١ٕخ ٌٍضوبح ٌّٕطمخ وّفش ٌّحطخ سٛق دأبٚ ث١ٕدىٛأح. 
إلسالِٟ. اٌزٟ رمغ فٟ شبسع د.إ فٕدب٠زبْ ٚرحذ٠ذا فٟ ِدّغ اٌّشوض ا
ٚ٘زا اٌجحث ٘ٛ ثحث ١ِذأٟ. ِٚدزّؼٗ ِٛظفٛ ث١ذ اٌّبي ٚاٌز٠ًّٛ 
ٚاٌّخجش  ِشٚح ٌٚدٕخ رٕظ١ُ اٌٛوبٌخ اٌٛغ١ٕخ ٌٍضوبح ٌّٕطمخ وّفش.
ِذ٠ش إداسح فشع أسبسٟ ٌج١ذ اٌّبي ٚاٌز٠ًّٛ ِشٚح ٚٔبئت األسبسٟ 
ٛوبٌخ اٌٛغ١ٕخ ٌٍضوبح ٌّٕطمخ ٍسئ١س ِدبي اٌدّغ ٚاٌزٛص٠غ ٚاالسزخذاَ ٌ
ٚأسب١ٌت ِسزخذِخ ٌدّغ اٌج١بٔبد ٟ٘ ِالحظخ ِٚىزجخ ِٚمبثٍخ ّفش. و
ٚرٛث١ك. ٚاٌج١بٔبد اٌزٟ رُ خّؼٙب حٍٍذ ثزح١ًٍ و١فٟ ثّشاحً رخف١ط 
 اٌج١بٔبد ٚػشض اٌج١بٔبد ٚاالسزٕزبج/اإلثجبد.
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ٚٔز١دخ اٌجحث ٟ٘ أْ ث١ذ اٌّبي ٚاٌز٠ًّٛ ِشٚح ٠سؼٝ ٌزٛف١ش ِٕزدبد 
االدخبس ٚاٌز٠ًّٛ اٌزٟ رزٕبست ِغ احز١بخبد اٌّدزّغ، ٚفعال ػٓ رٌه 
رىْٛ ِٕزدبد اٌخذِبد اٌّب١ٌخ اٌّمذِخ ٌٙب ِزطٍجبد سٍٙخ ٚٚظٛذ فٟ 
ّجبششح ٌٍدّٙٛس ٚٚخٛد ٠ٚٛفّش اٌزٕشئخ االخزّبػ١خ اٌوً ٔشبغ ِبٌٟ. 
اٌىشح اٌزٞ ٠سًٙ ػٍٝ اٌؼّالء ٚػٍٝ ِٓ س١ىْٛ ػبِال إْ  ٌزمبغٔظبَ ا
 اٌٛوبٌخ اٌٛغ١ٕخ ٌٍضوبح ٌّٕطمخ وّفش أسادٚا اٌم١بَ ثبٌّؼبِالد اٌّب١ٌخ.
٠سؼٝ ٌض٠بدح ػذد اٌّضو١ٓ ثطش٠مخ اٌزٕشئخ االخزّبػ١خ ٚرشى١ً ٚحذح 
ثُ رمَٛ اٌٛوبٌخ ثزٛص٠غ  ٚخذِبد اٌضوبح.ٚدػٛح اٌضوبح رحص١ً اٌضوبح 
بح ثجشاِح ِخزٍفخ ٌزحس١ٓ اٌّسزٜٛ اٌّؼ١شٟ ٌٍّسزحم١ٓ وبٌّزٍم١ٓ اٌضو
رزّثً اٌؼٛائك اٌزٟ ٠ٛاخٙٙب ث١ذ اٌز٠ًّٛ  ٌٍضوبح ِغ ػذح اٌجشاِح اٌمبئّخ
ٚاٌز٠ًّٛ ِشٚح فٟ رٕف١ز اٌز٠ًّٛ اٌشبًِ فٟ غج١ؼخ ػّالء ر٠ًّٛ 
اٌّعبسثخ اٌز٠ٓ ٠دذْٚ صؼٛثخ فٟ اسزىّبي اٌزضاِبرُٙ اٌز١ٍ٠ّٛخ ، 
ط األشخبص اٌز٠ٓ ِب صاٌٛا ٠فىشْٚ فٟ رٕف١ز اٌز٠ًّٛ اٌشبًِ. ٚسأٞ ثؼ
ٕٚ٘بن ِمشظْٛ حٛي ، اٌز٠ًّٛ ِشبثٗ ٌٍّؤسسبد اٌّب١ٌخ اٌزم١ٍذ٠خ
ٌزٌه ٠سؼٝ ث١ذ اٌّبي اٌّدزّغ اٌز٠ٓ وّب ٌٛ وبٔٛا ٠ٛفّشْٚ ر٠ّٛال سٙال. 
ٚاٌز٠ًّٛ ِشٚح خب٘ذا ٌزٛف١ش ِٕزدبد اٌز٠ًّٛ إٌّبسجخ ٌٍّدزّغ، ٚص٠بدح 
اٌزٛاصً االخزّبػٟ حٛي إٌّزدبد، ٚحمٛق ٚاٌزضاِبد ث١ذ اٌّبي 
ٌٍّؼبِالد اٌسٍٙخ ثخالف  payBMTٚاٌؼّالء، ٚاٌجذء فٟ رمذ٠ُ رطج١ك 
اٌضوبح ِٓ خالي  اٌٛوبٌخ اٌٛغ١ٕخ ٌٍضوبح ٌُ رٕفزاٌىشح.  ٔظبَ اٌزمبغ
اٌخذِبد اٌّب١ٌخ غ١ش اٌشس١ّخ ألٔٙب ٌُ رزٍك رؼ١ٍّبد ِٓ اٌّشوض. ػٕذ 
األٔشطخ فٟ ٘زا اٌّدبي، ٕ٘بن ل١ٛد ػٍٝ اٌّٛاسد اٌجشش٠خ  رطج١ك
اٌّٙبَ، ٚاٌزٟ رزطٍت ِشوجبد رشغ١ٍ١خ  رطج١كاٌّحذٚدح اٌمبدسح ػٍٝ 
ضا١ٔخ ٘زٖ اٌٛوبٌخ ٌٍحصٛي ػٍٝ أِٛاي ١ِألٔشطخ سٍسخ، ٌزٌه رسؼٝ 
ِٓ خالي اإلخشاءاد اٌحب١ٌخ  اإل٠شاداد ٚإٌفمبد اإلل١ّ١ٍخ ٌّٕطمخ وّفش








A. Latar Belakang  
Kemiskinan dan tidak merata distribusi pendapatan merupakan 
permasalahan yang dihadapi banyak Negara, termasuk Indonesia. 
Pembangunan terus dilakukan pemerintah sebagai upaya agar masyarakat 
memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan kehidupan yang 
sejahtera. Akan tetapi hingga saat ini, pembangunan tidak dapat dinikmati 
oleh seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat menengah ke atas mendapat 
banyak keuntungan dari pembangunan, sedangkan masyarakat dari 
kalangan bawah belum bisa memanfaatkannya.   
Kesenjangan merupakan salah satu persoalan dalam paradigma 
pembangunan ekonomi di berbagai Negara berkembang. Munculnya 
kesenjangan ekonomi akan menimbulkan banyak masalah lain yang 
bermunculan, seperti penduduk miskin bertambah, pengangguran 
meningkat, tingkat kejahatan meningkat, kualitas pendidikan menurun, 
kemampuan daya beli  masyarakat yang menurun.
1
 
Kesenjangan yang terjadi di tengah – tengah masyarakat, memaksa 
masyarakat kalangan menengah ke bawah untuk meminjam baik untuk 
sekedar mencukupi kebutuhan ataupun untuk mengembangkan usaha. 
Dalam keadaan seperti ini, pinjaman yang dibutuhkan oleh masyarakat 
pinjaman yang cepat, mudah dan murah. Tidak peduli apakah itu dari 
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lembaga keuangan yang formal ataupun pinjaman kepada individu bahkan 
rentenir. Pada akhirnya mereka terjebak kedalam keadaan yang semakin 
buruk.   
Selain masyarakat yang kekurangan, sebagian masyarakat yang 
memiliki kelebihan tetapi mereka tidak terjangkau akses keuangan resmi 
untuk menyimpan uang mereka sehingga dapat dimanfaat dan lebih 
produktif. Tidak hanya habis untuk konsumsi pribadi. Dengan menyimpan 
di lembaga keuangan secara tidak langsung masyarakat yang memiliki 
kelebihan dana dapat tambahan pendapatan dari bagi hasil dengan lembaga 
keuangan dan masyarakat yang kekurangan bisa mendapatkan pembiayaan 
untuk modal usaha.  
Oleh sebab itu dibutuhkan peran pemerintah untuk membuat suatu 
inovasi dalam sistem keuangan yang dulu bersifat ekslusif menjadi 
inklusif, sehingga seluruh lapisan masyarakat mendapatkan akses 
permodalan (deficit) dan menggunakan jasa keuangan berupa tabungan 
(surplus).    
Berbagai studi menunjukkan bahwa sistem keuangan memainkan 
peran vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Perkembangan 
sistem keuangan memengaruhi tingkat tabungan, investasi, inovasi, 
teknologi dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang di suatu Negara, 
bahkan perkembangan sistem keuangan mampu memprediksi 
perkembangan ekonomi ke depan. Umumnya Negara – Negara yang 





berhasil mengembangkan sistem keuangan yang relative lebih maju dan 
berfungsi dengan baik. 
2
 
Industri keuangan memainkan peran yang penting dalam 
mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, pengetasan 
kemiskinan dan pencapaian stabilitas sistem keuangan melalui 
pelaksanaan fungsi intermediasi. Perekonomian yang tumbuh 
berkelanjutan membutuhkan sistem keuangan yang mampu menyalurkan 
dana secara efisien dari masyarakat penabung (surplus unit) ke masyarakat 
yang memiliki peluang – peluang investasi produktif (deficit unit). Peran 
vital sistem keuangan tersebut muncul karena para pelaku ekonomi 
tersebut selalu dihadapkan kepada tingginya biaya informasi dan biaya 
transaksi keuangan. Meunculnya dua jenis biaya tersebut mengakibatkan 
transaksi langsung antara pihak pemilik dana dan pihak yang 
membutuhkan dana tidak dapat berjalan secara optimal. 
3
  
Perekonomian Negara – Negara anggota Organisasi Kerjasama 
Islam (OKI) atau Organisation Of Islamic Cooperation (OIC) masih 
berada pada kondisi perekonomian yang tertinggal dibandingkan Negara – 
Negara lain. Tingkat kemiskinan dan pengangguran menunjukkan angka 
yang masih tergolong tinggi di antara Negara - Negara di dunia. Padahal 
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populasi kesuluruhan Negara – Negara  anggota OKI merupakan 22,8 
persen dari total penduduk dunia.
4
 
Kemiskinan dapat dilihat sebagai keadaan masyarakat dengan 
tingkat ekonomi yang masih lemah dan ditambah dengan kebijakan 
pemerintah yang umumnya diarahkan untuk memecahkan permasalahan 
jangka pendek. 
5
 Inklusi keuangan merupakan suatu program keuangan 
yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan 
keuangan yang inklusif masyarakat yang berada pada kelompok in the 
bottom of pyramid yang umumnya tidak terjangkau akses keuangan formal 
pada akhirnya dapat menggunakan dan memanfaatkan layanan jasa 
keuangan formal. 
 Survey bank dunia pada tahun 2010 menunjukkan hanya 
49% rumah tangga Indonesia yang memiliki akses terhadap lembaga 
keuangan formal. Hal serupa ditemukan bank Indonesia dalam survey 
neraca rumah tangga tahun 2011 yang menunjukkan bahwa persentase 
rumah tangga yang menabung di lembaga keuangan formal dan non 
lembaga keuangan sebesar 48 %. Rendahnya akses ini disebabkan karena 
tingkat pendapatan yang rendah, tata operasional bank rumit, kurangnya 
edukasi keuangan dan perbankan, biaya administrasi bank yang tinggi 
serta jauhnya lokasi bank dari tempat tinggal mereka. Untuk itu, muncul 
pemikiran untuk menerapkan strategi keuangan inklusif untuk mendorong 
kegiatan ekonomi kelompok masyarakat yang belum menikmati layanan 
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keungan, sehingga mendorong pemerataan pendapatan dan pengentasan 
kemiskinan. 
6
  Proses eksklusif keuangan membuat masyarakat miskin 
tidak dapat mengakses benefit dari sektor keuangan dan memberikan 
kerugian kepada masyarakat untuk mendapat akses terhadap sistem 
keuangan karena kurang akses, jaminan, riwayat kredit dan jaringan. 
7
 
 Strategi nasional keuangan inklusif mendefinisikan keuangan 
inklusif sebagai kondisi ketika setiap anggota masyarakat mempunyai 
akses teradap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara 
tepat waktu, lancar dan aman dengan biaya yang terjangkau sesuai dengan 




Untuk menerapkan keuangan yang inklusif tidak hanya menjadi 
tugas dari Bank Indonesia, namun juga regulator, kementrian dan lembaga 
keuangan lainnya dalam upaya pelayanan keuangan kepada masyarakat 
luas. Melalui Strategi Nasional Keungan Inklusif diharapkan kolaborasi 
antara lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan tercipta secara baik 
dan terstruktur.  
Indonesia merupakan Negara yang melaksanakan dual system 
dalam melaksanakan system keuangan, yaitu konvensional dan syariah. 
Dengan mayoritas jumlah penduduk beragama Islam memberikan 
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kesempatan yang luas bagi lembaga keuangan syariah untuk berkembang. 
Lembaga keuangan Syariah yang dalam kegiatan usaha berjalan sesuai 
dengan prinsip syariah berlandaskan nilai – nilai keadilan, kemanfaatan, 
keseimbangan dan keuniversalan (rahmatan lil „alamin). Membuat 
kesepakatan bersama antara lembaga keuangan dan nasabah dalam 
pembagian hasil dan margin keuntungan mencerminkan nilai keadilan. 
Lembaga keuangan syariah berkintribusi dalam pengembangan ekonomi 
secara nasional mewujudkan nilai kemanfaatan. Memposisikan nasabah 
sebagai mitra untuk berbagi keuntungan dan resiko secara seimbang 
menunjukkan keseimbangan. prinsip Islam sebagai agama yang rahmatan 
lil alamin tidak membedakan golongsn masyarakat baik dari agama, suku 
dan ras menunjukkan nilai universal dari lembaga keuangan syariah. 
9
 
  Terdapat kesamaan antara keuangan inklusif dengan prinsip yang 
dianut oleh lembaga keuangan syariah yaitu mewujudkan keadilan. 
Artinya tidak membeda – bedakan. Sistem keuangan syariah merupakan 
system keuangan yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan 
dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana melalui produk dan jasa 
keuangan yang sesuai dengan  prinsip – prinsip syariah.
10
 
Dalam kaitannya dengan penghimpunan dan penyaluran dana, 
bank sebagai suatu badan usaha yang memiliki wewenang dan fungsi 
tersebut semakin giat meningkatkan peran dan fungsinya dalam 
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menghimpun dana dari masyarakat, pemerintah dan kalangan swasta untuk 
disalurkan kepada yang memerlukan dana tersebut. Sejalan dengan makin 
berkembangnya perbankan umum secara nasional, ternyata perkembangan 
industri perbankan dan keuangan syariah dalam satu dasawarsa 
belakangan ini juga mengalami kemajuan yang sangat pesat, seperti 
perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, rekasadana 
syariah, obligasi syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah, Baitul Mal 
wat Tamwil (BMT) dan bahkan juga modal ventura syariah.
11
 
Akan tetapi inklusi keuangan yang diterapkan perbankan menurut 
Rusli Abdullah, ekonom dari Institute for Development of Economics and 
Finance (INDEF) hanya akan memberikan keuntungan bagi masyarakat di 
perkotaan. Hal ini disebabkan oleh uang – uang yang ada di desa akan 
diserap di bank lalu disalurkan ke kota karena kebutuhan kredit di 
perkotaan lebih besar dari pada di desa. 
12
  
Di Indonesia, keberadaan BMT (Baytul Maal Wat Tamwil) dapat 
dianggap sebagai contoh inklusi keuangan syariah. BMT adalah lembaga 
keuangan mikro syariah yang berperan dalam membuka akses kepada 
kelompok masyarakat yang selama ini belum terlayani oleh lembaga 
keuangan. Demikian pula dengan keberadaan BAZNAS dan LAZ 
(Lembaga Amil Zakat) yang menyediakan sumber keuangan bagi 
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kelompok miskin pada lapisan terbawah masyarakat yang selama ini 
belum terakses oleh lembaga keuangan yang ada. 
13
 
Dengan berdirinya BMT akan memberikan kemudahan pelayanan 
jasa semi perbankan, terutama bagi pengusaha atau pedagang golongan 
ekonomi lemah sehingga akan mampu menggali potensi, meningkatkan 
produktivitas, meningkatkan pendapatan serta mengembangkan 
perekonomian pedesaan. Dengan demikian keberadaan BMT diharapkan 
mampu mempunyai efek yang sangat kuat dalam menjalankan misinya 
dan dapat mengurangi ketergantungan pengusaha kecil dari lembaga 
keuangan informal yang bunganya relative terlalu tinggi. Pemberian 
pembiayaan sedapat mungkin dapat memandirikan ekonomi pengusaha 
kecil.
14
   
Secara paraktik kelembagaan mikro ekonomi (keuangan) Islam 
modern itu bukan saja feasible (layak berdiri dan beroperasi), melainkan 
membuat Indonesia dijuluki the silent giant from the east karena sejarah 
pertumbuhan dan perkembangan bukan bersifat top down seperti di 
Malaysia, tetapi buttom top.
15
 
Selain lembaga keuangan mikro syariah, Lembaga Amil Zakat 
(LAZ) perlu menerapkan zakat inklusi. Zakat yang merupakan kewajiban 
bagi umat Islam yang memiliki harta telah sampai nisab dan haul 
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(muzakki) untuk di distribusikan kepada yang berhak menerima 
(mustahiq) merupakan sumber dana yang cukup besar yang dimiliki 
Indonesia sebagai negara dengan mayoritas masyarakat beragama Islam.  
Potensi yang besar diharapkan mampu diberdayakan dengan baik melalui 
inklusi zakat.   
Allah menganugrahkan umat Islam kelebihan yang perlu 
dikembangkan secara maksimal. Umat Islam memiliki potensi sumber 
daya manusia yang banyak, dari para intelektual dan ulama serta memiliki 
ekonomi yang berlimpah. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka 
seluruh potensi perlu dikembangkan secara serius diiringi dengan potensi 
akidah Islamiah (tauhid) yang benar. Kemudian untuk mengurangi 
kesulitan ekonomi dan kemungkaran diperlukan kemandirian, 
diperlukannya meningkatnya semangat beragama dan ukhuwah Islamiah 
di tengah – tengah umat  untuk dilakukaan secara bersamaan. 
Penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan 
pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infak serta sedekah merupakan 
salah satu ajaran dalam Islam yang perlu dilakukan secara serius. 
16
 
Zakat bukanlah semata mata urusan yang bersifat karitatif 
(kedermawanan), tetapi juga otoritatif (perlu ada kekuatan memaksa). 
zakat memiliki posisi dan kedudukan yang penting untuk meningkatkan 
kesejahteraan, menanggulangi kemiskinan serta meningkatkan ekonomi 
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masyarakat, sehingga diperlukannya pengelolaan dalam pengumpulan dan 
penyaluran dilakukakan secara amanah, transparan dan profesional.
17
 
Kabupaten Kampar merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi 
Riau dengan jumlah penduduk 812.702 jiwa
18
 dan sebagian besar 
penduduk beragama Islam. Adanya pelarangan transaksi yang 
mengandung unsur riba dalam Islam tentunya membuat masyarakat 
beragama Islam memiliki kebutuhan untuk bisa mengakses dan 
memanfaatkan jasa keuangan syariah. BMT Marwah salah satu lembaga 
mikro syariah yang berada di Kabupaten Kampar dan BAZNAS 
Kabupaten Kampar sebagai lembaga pengelola zakat, yang diharapkan 
mampu menjadi lembaga yang  dapat menyentuh masyarakat yang belum 
tersentuh akses lembaga perbankan  dalam memunihi kebutuhannya untuk 
memanfaatkan jasa lembaga keuangan.  
Menjadi lembaga keuangan syariah yang inklusif sebuah 
keharusannya bagi BMT Marwah. Memiliki 4 kantor cabang yang tersebar 
di Kabupaten Kampar  dan BAZNAS Kabupaten Kampar yang setiap 
tahunnya jumlah penerimaan zakat mengalami peningkatan. Artinya 
jumlah masyarakat yang  mendapat akses keuangan dari lembaga 
keuangan syariah ini akan meningkat. Akan tetapi masih ada masyarakat 
sekitar pedagang kecil memilih untuk mendapatkan tambahan modal  atau 
menyimpan kelebihan dana secara individu ataupun lembaga keuangan 
konvensional. Ditambah lagi dengan banyaknya penawaran pinjaman dana 
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degan cepat dan mudah yang ditawarkan melalui selebaran ataupun pesan 
singkat langusng ke handphone.   
Begitu juga dengan zakat dimana sebagian besar masyarakat 
memilih untuk berzakat secara langsung, sehingga zakat hanya bersifat 
konsumtif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kebiasaan dari 
muzakki, kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat, kurang 
percaya terhadap lembaga zakat dan kantor lembaga zakat yang jauh. 
Potensi penerimaan yang dana zakat yang cukup besar  seharusnya dapat 
dimanfaat sebagai sumber dana bagi masyarakat yang belum mampu 
mengakses lembaga keuangan formal sehingga terwujudnya pemerataan 
distribusi pendapatan dan pengentasan kemiskinan. Melihat fenomena 
tersebut penulis merasa perlu melakukan penelitian dengan judul Peranan 
Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mengimplementsikan Keuangan 
Inklusif (Studi Pada BMT Marwah dan Badan Amil Zakat Nasional 
(BAZANAS) Kabupaten Kampar).  
 
B. Permasalahan  
a. Identifikasi masalah  
Berdasarkan latar belakang masalah dan gejala – gejala yang 
dikemukakan diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa maslaah 





1. Survey bank dunia pada tahun 2010 menunjukkan hanya 49% 
rumah tangga Indonesia yang memiliki akses terhadap lembaga 
keuangan formal. 
2. Hasil survey nasional literasi dan inklusi keuangan yang 
dilakukan ojk tahun 2016, literasi dan inklusi keuangan syariah 
jauh dibawah tingkat literasi dan inklusi keuangan nasional.  
3. Lembaga keuangan yang ekslusif membuat masyarakat miskin 
tidak mampu mengakses dan mendapat keuntungan karena 
kurangnya akses, jaminan dan jaringan.  
4. Bank hanya akan menyerap uang yang ada di desa lalu 
disalurkan ke perkotaan karena permintaan akan kredit di 
perkotaan lebih besar.  
5. Mayoritas masyarakat kabupaten Kampar beragama Islam 
maka kebutuhan menggunakan jasa keuangan syariah sangat 
tinggi, akan tetapi sebagian besar belum menggunakan jasa 
keuangan syariah.  
6. BMT Marwah menjadi contoh inklusi keuangan syariah, akan 
tetapi masyarakat sekitar belum bisa mengakses jasa keuangan 
baik tabungan ataupun pembiayaan. 
7. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga 
keuangan syariah yang menjadi contoh inklusi keuangan selain 
dari BMT, seharusnya BAZNAS dapat meningkatkan 





masyarakat miskin (mustahik) yang belum tersentuh lembaga 
keuangan.  
b. Batasan masalah  
Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik 
pembahasan, maka penulis membatasi masalah penelitian pada upaya 
lembaga keuangan mikro syariah di Kabupaten Kampar yaitu BMT 
Marwah dan BAZNAS Kabupaten Kampar dalam 
mengimplementasikan keuangan inklusif.  
c. Rumusan masalah  
a) Bagaimana upaya BMT Marwah dalam mengimplementasikan 
keuangan inklusif ? 
b) Bagaimana upaya BAZNAS Kab. Kampar dalam 
mengimplementasikan keuangan inklusif ? 
c) Apa hambatan dan solusi  BMT Marwah dan BAZNAS untuk 
mengimplementasikan keuangan inklusif? 
 
C. Tujuan Penelitian  
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a) Untuk menganalis upaya BMT Marwah dalam mengimplementasikan 
keuangan inklusif.  
b) Untuk menganalis upaya BAZNAS Kab. Kampar dalam 





c) Untuk menganalis hambatan dan solusi BMT Marwah dan BAZNAS 
untuk mengimplementasikan keuangan inklusif.  
 
D. Kegunaan Penelitian  
a. Kegunaan akademik  
Secara akademik penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut : 
1. Pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan peneliti yang di 
dapatkan di lapangan tentang upaya BMT Marwah dan BAZNAS 
Kab. Kampar dalam mengimplementasikan keuangan inklusif.  
2. Sebagai bahan kajian bagi peneliti lain dapat dijadikan sebagai 
acuan terhadap pengembangan ataupun pembuatan dalam 
penelitian yang sama. 
b. Kegunaan secara praktis  
Secara praktis penelitian ini bagi pihak yang terkait dapat dijadikan 
sebagai bahan pertimbangan untuk kegiatan perencanaan dan 
rancangan program dalam upaya mewujudkan keungan inklusif di 
Kabupaten Kampar.  
 
E. Sistematika Penulisan  
Pokok bahasan dari seluruh rangkaian penulisan tesis ini dibahas 







Setiap bab terdiri dari beberapa sub bahasan yang dibagi sebagai berikut : 
BAB I   : PENDAHULUAN  
Pendahuluan terdiri dari latar belakang, identifikasi 
masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, dan kegunaan penelitian  
BAB II : LANDASAN TEORITIS  
Bab ini akan menguraikan tentang pengertian 
lembaga keuangan syariah, pengertian BMT, 
peranan BMT, Lembaga Amil Zakat, pengertian 
keuangan inklusif, kelompok sasaran keuangan 
inklusif, indicator keuangan inklusif, inklusi zakat 
dan penelitian terdahulu.  
BAB III : METODE PENELITIAN  
Berisi tentang metode penelitian, jenis penelitian, 
tempat penelitian, populasi dan sampel, metode 
pengumpulan data, teknik pengumpulan data, dan 
analisa data.  
BAB IV  : PENYAJIAN HASIL PENELITIAN  
Pada bagian ini menyajikan hasil penelitian berupa 
analisis data yang telah didapatkan.   
BAB V  : PENUTUP 









A. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah  
Lembaga keuangan (finansial institution) adalah suatu perusahaan 
yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan. Artinya kegiatan yang 
dilakukan oleh lembaga ini akan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, 
apakah penghimpunan dana masyarakat dan/atau jasa – jasa keuangan lainnya. 
19
. Lembaga keuangan sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu lembaga 
keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. 
20
 
Lembaga keuangan dapat dipahami sebagai berikut :
21
 
1. Menurut SK Menkeu RI No 792 Tahun 1990Lembaga keuangan menurut 
SK Menkeu RI No 792 Tahun 1990 adalah semua badan yang kegiatannya 
bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada 
masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Meski dalam 
peraturan tersebut lembaga keuangan diutamakan untuk membiayai 
investai perusahaan namun tidak berarti membatasi kegiatan pembiayaan 
lembaga keuangaan. Dalam kenyataannya kegiatan usaha lembaga 
keuangan bisa diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan 
konsumsi dan kegiatan distribusi barang dan jasa. 
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2. Lembaga keuangan menurut Dahlan Siamatadalah badan usaha yang 
kekayaannya terutama dalam bentuk asset keuangan atau tagihan (claims) 
dibandingkan dengan asset nonfinasial atau asset rill. Lembaga keuangan 
memberikan pembiayaan/kredit kepada nasabah dan menanamkan 
dananya dalam surat  - surat berharga. Disamping itu lembaga keuangan 
juga menawarkan berbagai jasa keuangan, antara lain menawarkan 
berbagai jenis skema tabungan, proteksi asuransi, program pensiun, 
penyediaan system pembayaran dan mekanisme transfer dana.  
3. Lembaga keuangan didefinisikan oleh Syarif Wijaya dengan lembaga yang 
berhubungan dengan penggunaan uang dan kredit atau lembaga yang 
berhubungan dengan proses penyaluran simpanan ke investasi. Lembaga 
keuangan biasanya memberikan pembiayaan kredit kepada nasabah dan 
menanamkan dananya dalam bentuk surat – surat berharga. Disamping itu 
lembaga keuangan juga menawarkan berbagai jenis tabungan, asuransi, 
program pensiun dan penyediaan sistem pembayaran. Lembaga keuangan 
merupakan bagian dari sistem keuangan dalam ekonomi modern yang 
melayani masyarakat pemakai jasa – jasa keuangan.  
4. Lembaga keuangan didefinisikan oleh Kasmir adalah setiap perusahaan 
yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana 
atau kedua – duanya. Artinya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga 
keuangan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah kegiatannya 
hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau menghimpun 





Secara umum lembaga keuangan ada dua jenis. Dimana lembaga 
keuangan tersebut memiliki fungsi dan kelembagaan yang berbeda, serta 
memiliki fungsi dan tujuan masing – masing.
22
 
1. Lembaga keuangan Bank  
Definisi bank menurut UU No. 10 tahun 1998 adalah badan 
usaha yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat 
dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat 
dalam bentuk kredit guna meningkatkan taraf hidup 
masyarakat.  
2. Lembaga keuangan bukan bank  
Lembaga keuangan bukan bank berfungsi sebagai pengumpul 
dan penyalur dana dari masyarakat ke masyarakat, maksudnya 
adalah untuk menunjang pengembangan pasar uang dan modal 
serta membantu permodalan perusahaan – perusahaan. Adapun 
lembaga keungan bukan bank antara lain :  
1. Asuransi  
2. Modal ventura  
3. Pegadaian  
4. Leasing  
5. BMT  
6. Koperasi 
7. Pasar modal  
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8. Pasar uang  
9. Kartu plastik 
10. Anjak piutang  
Lembaga keuangan syariah (syariah financial institution) 
merupakan suatu badan usaha atau insitusi yang kekayaannya terutama 
dalam bentuk aset – aset keuangan (financial assets) maupun nonfinansial 
aset atau aset rill berlandaskan konsep syariah. Menurut undang – undang 
tentang Perbankan Syariah di Indonesia bahwa lembaga keuangan syariah 
merupakan lembaga atau badan usaha yang kegiatannya menarik dana dari 
masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat berdasarkan prinsip 
syariah. Hal ini dinyatakan pula bahwa lembaga keuangan syariah adalah 
semua badan usaha yang kegiatannya di bidang keuangan syariah 
melakukan penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat, 
terutama dalam membiayai investasi pembangunan. 
23
  
Lembaga keuangan syariah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 
lembaga keuangan depositori syariah (depository financial institution 
syariah) yang disebut dengan lembaga keuangan bank syariah dan 
lembaga keuangan syariah nondepository (nondepository financial 
institution syariah). Lembaga keuangan syariah nondepository dibagi 
menjadi tiga bagian utama.  
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1. Bersifat kontraktual (contractual institution), yaitu menarik dana dari 
masyarakat dengan menawarkan dana untuk memproteksi penabaung 
terhadap resiko ketidakpastian. Misalnya, perusahaan asuransi syariah 
dan dana pensiun syariah.  
2. Lembaga keuangan investasi syariah (Syariah investment institution), 
yaitu lembaga keuangan syariah yang kegiatan utamanya melakukan 
investasi di pasar uang syariah dan pasar modal syariah, salah satunya 
adalah rekasadana syariah, sukuk, obligasi.  
3. Lembaga yang tidak termsuk kelompok kontraktual dan investasi 
syariah, yaitu BMT, unit simpan pinjam syariah (USPS), koperasi 
pesantren (KOPONTREN), perusahaan modal ventura syariah dan 




B. BMT (Baitul Mal Wat Tamwil) 
a. Pengertian BMT (Baitul Mal Wat Tamwil) dan Sumber Hukum 
Kata baitul mal wat tamwil adalah penggabungan dari kata baitul 
mal dan kata baitut tamwil. Baitul mal adalah lembaga keuangan yang 
kegiatannya mengelola dana yang bersifat nirlaba (sosial). Sumber 
dananya diperoleh dari ZISWa (zakat, infak, sedekah dan Wakaf) atau 
sumber lain yang halal seperti hibah. Selanjutnya, dana tersebut disalurkan 
kepada mustahiq (yang berhak menerima). Dalam hal ini baitul mal 
hampir sama dengan LAZIS (lembaga amil zakat, infak dan sedekah). 
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Adapun baitut tamwil adalah lembaga keuangan yang kegiatannya adalah 
menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat yang bersifat profit 
motive. Penghimpunan dananya diperoleh melalui simpanan pihak ketiga 
dan penyalurannya dilakukan dalam bentuk pembiayaan atau investasi 
yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah.  
BMT merupakan lembaga keuangan Islam yang berbeda dengan 
bank. BMT memfokuskan target pasarnya pada bisnis skala kecil, seperti 
kepada pedagang kecil yang kurang begitu menarik bagi bank. M. Amin 
Azis sebagai pelopor BMT di Indonesia menyebutkan padanan kata Baitul 
Mal Wat Tamwil (BMT) dalam bahasa Arab dengan Balai-usaha Mandiri 
Terpadu (BMT) dalam bahasa Indonesia. BMT adalah lembaga ekonomi 
rakyat yang bertujuan untuk memperkuat ekonomi rakyat jelata atau akar 
rumput yang melembaga menjadi milik masyarakat.
25
 BMT adalah 
lembaga bisnis, membuat keuntungan, tetapi juga memiliki komitmen 
yang kuat untuk membela kaum yang lemah dalam penanggulangan 
kemiskinan, BMT mengelola dana Maal.
26
 
Koperasi jasa keuangan merupakan koperasi yang menghimpun dana 
dari para anggotanyan kemudian dana dari para anggotanya kemdian dana 
tersebut disalurkan kembali untuk semua para anggota koperasi dan 
masyarakat umumnya dengan prinsip syariah. Artinya para anggota 
koperasi mempunyai simpanan uang untuk sementara waktu unag tersebut 
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belum digunakan. Kemudian oleh pengurus koperasi uang tersebut 
dipinjamkan kembali kepada para anggotanya yang membutuhkan, 




Baitul mal wa tamwil (BMT) dapat didefinisikan sebagai sebuah 
balai usaha mandiri terpadu yang mana dalam kegiatan usahanya bait al 
mal wa at-tamwil dapat mendorong kegiatan menabung dan memberikan 
pembiayaan untuk menunjang kegiatan ekonomi para pengusaha kecil-
bawah. Kemudian BMT bisa menghimpun dan mendistribusikan zakat, 
infak dan sedekah sesuai denga peraturan yang ada dan amanah.
28
 
 BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang secara legal formal 
berbadan hukum koperasi. Sistem bagi hasil merupakan sistem operasional 
yang di adaptasi BMT dari sistem perbankan.
29
 BMT dikategorikan 
dengan koperasi syariah, merupakan lembaga ekonomi yang berfungsi 
untuk menarik, mengelola dan menyalurkan dana dari, oleh, dan untuk 
masyarakat. Oleh sebab itu, BMT dapat juga disebut sebagai lembaga 
swadaya ekonomi umat yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat. 
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Keunggulan koperasi dalam penyediaan layanan keuangan mikro 
cukup banyak, yaitu : 
1. Koperasi memiliki jangkauan layanan yang luas hingga ke 
wiliyah yang tidak terjangkau oleh bank dan lembaga keuangan 
lainnya. 
2. Koperasi pada umumnya berada dekat dengan tempat tinggal 
atau tempat usaha anggota. Hal ini menyebabkan layanan 
koperasi menjadi lebih mudah dijangkau dan tidak perlu 
mengeluarkan biaya transportasi yang besar.  
3. Banyak koperasi yang menyediakan layanan dengan system 
jemput bola. 
4. Koperasi memiliki syarat mudah dan proses cepat dalam 
memberikan pinjaman sehingga menjadi pilihan bagi 
masyarakat miskin yang unbankable.  
5. Koperasi memiliki persyaratan agunan pinjaman yang lebih 
mudah dibandingkan dengan baik, yaitu menerima agunan 
seperti tanah tanpa sertifikat dan perlengkapan elektronik 
rumah tangga. Selain itu, koperasi juga dapat memberikan 
pinjaman tanpa agunan melalui skema kelompok dengan 
mekanisme tanggung renteng. 
31
  
Apabila koperasi dipahami secara bahasa, yaitu kerja sama atau 
usaha bersama maka koperasi sudah ada pada masa Nabi Muhammad 
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SAW. Sebagaimana terlihat dalam beberapa hadis, Rasulullah dan para 
sahabatnya telah melakukan kerjasama dalam bidang ekonomi baik 
dengan sesame umat Islam maupun dengan orang – orang non-Muslim. 
Nabi pernah bekerja sama dengan menyuruh Yahudi agar menggarap 
tanah di Khaybar dan memberikan upah dari sebagian hasil produksi tanah 
itu. Kerja sama ini termasuk dalam kategori penjualan jasa dan dewasa ini 
sudah ada koperasi yang khusus berkenaan dengan bidang jasa itu.
32
 
Dalam sebuah Hadis Riwayat „Abd. Allah ibn „Umar dijelaskan sebagai 
berikut :  
ثَىَا ُمىَسى ْبُه إِْسَماِعيَل، َحذَّثَىَا ُجَىْيِريَةُ ْبُه أَْسَماَء، َعْه  - 9922 َحذَّ
ُ َعْىهُ، قَاَل: وَافِع   ِ َرِضَي َّللاَّ ِ َصلَّى هللاُ »، َعْه َعْبِذ َّللاَّ أَْعَطى َرُسىُل َّللاَّ





Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, telah 
menceritakan kepada kamiJuwairiyah bin Asma‟, dari 
Nafi‟, Dari „Abd. Allah r.a katanya : Rasulullah SAW 
menyerahkan tanahnya di Kaybar kepada orang – orang 
Yahudi untuk dikerjakan dan ditanami tanaman dan 
mereka mendapatkan sebagian dari hasil tanah 
tersebut”. 
 
BMT pada saat ini berada dibawah pembinaan Pusat Inkubasi 
Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). PINBUK menyatakan bahwa BMT 
merupakan lembaga ekonomi rakyat kecil yang berupaya mengembangkan 
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usaha – usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kegiatan 
ekonomi pengusaha kecil dan berdasarkan prinsip syariah. 
34
 
Lembaga keuangan mikro syariah memiliki peranan besar 
menstimulasi bergeraknya sektor riil dan sektor moneter dikalangan 
pengusahan kecil. Sinergi dua sektor ini membawa implementasi pada 
penerapan nilai keadilan. Nilai ini tidak akan membiarkan surplus 
ekonomi hanya untuk kelompok ekonomi kuat dengan mengorbankan 
kelompok rakyat kecil yang mayoritas.  
Kehadiran lembaga keuangan mikro secara langsung 
mencerminkan implemetasi demokrasi ekonomi yang diamanatkan 
konstitusi Negara RI 1945. LKM membuka peluang partisipasi masyarakat 
miskin dalam proses produksi dan distribusi. Selain partisipasi masyarakat 
luas, LKM Syariah juga memiliki kekuatan dan tidak mengenal monopoli 
dan oligopoli yang melahirkan ketidakadilan ekonomi. Tingkat bunga 
yang tidak mendukung berkembangnya ekonomi mikro tidak dikenal 




Sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah, BMT sangat 
berperan penting dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat yang 
memang membuutuhkan tata cara bermualah yang sesuai dengan prinsip 
                                                          
34
 Nurul Huda dkk, Keuangan Publik Islam Pendekatan Teorotis dan Sejarah,(Jakarta : 
Kencana , 2012),h. 285. 
35






syariah. Keberadaan BMT diharapkan mampu mempunyai efek yang 
sangat kuat dalam mengurangi ketergantungan pengusaha kecil dari 
lembaga – lembaga keuangan informasi seperti rentenir yang bunganya 
relative terlalu tinggi. Pemberian pembiayaan sedapat mungkin dapat 
memandirikan eknomi pengusaha kecil.
36
 
b. Peranan BMT 
 Jika dilihat dalam kerangka ekonomi Islam, tujuan BMT dapat 
berperan melakukan hal – hal berikut : 
1. Membantu meningkatkan dan mengembangkan potensi umat 
dalam program pengentasan kemiskinan 
2. Memberikan sumbangan aktif terhadap upaya pemberdayaan dan 
peningkatan kesejahteraan umat.  
3. Menciptakan sumber pembiayan dan penyediaan modal bagi 
anggota dengan prinsip syariah 
4. Mengembangkan sikap hemat dan mendorong kegiatan gemar 
menabung.  
5. Menumbuhkan usaha – usaha yang produktif dan sekaligus 
memberikan bimbingan dan konusltasi bagi anggota di bidang 
usahanya. 
6. Meningkatkan wawasan dan kesadaran umat tentang sistem dan 
pola perekonomian Islam. 
                                                          
36
 Abdul Aziz dan Mariyah Ulfah, Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer, (Bandung 





7. Membantu para pengusaha lemah untuk mendapatkan modal 
pinjaman. 
8. Menjadi lembaga keuangan alternative yang dapat menopang 
percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. 
37
 
9. Melepaskan ketergantungan kepada para rentenir, masyarakat yang 
masih tergantung dengan rentenir yang disebabkan rentenir mampu 
memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan 
segera. BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, 
misalnya selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana 
dan lain sebagainya. 
38
 
Adapun peranan dari  BMT dalam tengah-tengah masyarakat adalah 
sebagai berikut  : 
1. Motor penggerak ekonomi dan sosial masyarakat banyak 
2. Ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi syariah 
3. Penghubung antara kaum aghnia (kaya) dan kaum dhu‟afa (miskin) 
4. Sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang 
barakah, ahsanul „amala dan salam melalui spiritual 
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c. Pemasaran BMT (Baitul mal wa tamwil) 
BMT yang merupakan lemabaga keuangan mikro syariah haruslah 
memiliki kompetensi dan profesionalisme dalam pengelolaannya agar 
bis bertahan hidup. BMT merupakan salah satu media dakwah di 
bidang ekonomi agar masyarakat memahami kesempurnaan syariat 
Islam dalam mengatur tatanan kehidupan. Keunikan BMT menyatukan 
unit bisnis dan unit social dalam satu wadah. 
40
 
Terdaoat beberapa hal yang harus diperhatikan pengelola dalam 
memesarkan produk – produk BMT kepada masyarakat, antara lain:  
1. Meluruskan niat  
Beberapa petunjuk praktis di bawah ini dapat dijadikan rujukan 
pengelola dalam upaya meluruskan niat yaitu “ 
a) Luruskan niat dengan selalu menyebeut nama Allah 
dalam rangka pemasaran produk BMT tidak untuk 
mengharap ridha-Nya.  
b) Luruskan niat dengan melakukan tindakan yang sesuai 
dengan misi BMT.  
c) Luruskan niat dengan dilandasi keyakinan bahwa 
memasarkan produk BMT juga merupakan salah satu 
bagian penting dari serangkaian perjuangan menegakkan 
hokum-hukum Allah di muka bumi dan dakwah menuju 
jalan yang benar.  
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d) Luruskan niat dengan menyatakan ikrar dalam hati 
hendak memasarkan produk BMT secara maksimal dan 
pantang menyerah dalam menghadapi segala tantangan 
karena pertolongan Allah akan datang.  
2. Memperhatikan ulama 
Hal penting yang perlu diperhatikan pengelola BMT dalam 
memasarkan produknya adalah mengunjungi ulama dengan 
menjelaskan bahwa pengelolaan BMT mengikuti prinsip – 
prinsip syariah. Mengajak mereka unjuk mengunjungi BMT dan 
bekerja sama dengan organisai di bawah naungan ulama.  
3. Memperluas jaringan kerja sama  
Lengakah berikutnya yang harus dilakukan dalam 
memasarkan produk adalah dengan memperluas jaringan kerja 
sama yang saling menguntungkan sepanjang tidak mengingkari 
prinsip – prinsip syariah. Kerja sama ini dilakukan agar BMT 
semakin kukuh di masyarakat.  
4. Menjemput bola  
Keaktifan pengelola dalam memasarkan produk produk 
merupakan kompenen terpenting dalam menentukan tingkat 
keberhasilan BMT. Salah satu cara efektif yang dapat dilakukan 
untuk mencpai target pemasaran adalah dengan melakukan 
pendekatan jemput. Pendekatan ini dilakukan dengan cara 





menjelaskan kepada calon anggota mengenai konsep keuangan 




C. Lembaga Amil Zakat (LAZ)  
a. Lembaga Amil Zakat di Indonesia dan Sumber Hukum 
Secara sosial zakat berfungsi sebagai lembaga jaminan sosisal. 
Dengan menggunakan lembaga zakat, maka kelompok lemah dan 
kekurangan tidak akan lagi merasa kahawatir terhadap kelangsungan hidup 
mereka jalani. Hal ini terjadi karena adanya substansi zakat merupakan 
mekanisme yang menjamin kelangsungan hidup mereka ditengah 
masyarakat, sehingga mereka merasa hidup di tengah masyarakat manusia 
yang beradab, memiliki nurani, kepedulian, dan juga tradisi saling 
menolong. 
Selain itu, secara ekonomi zakat juga berfungsi sebagai salah satu 
instrument untuk mengentaskan kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan 
mempersempit kesenjangan yang terjadi antara kelompok kaya dan 
miskin. Zakat juga dapat memengaruhi kemampuan sebuah Negara dalam 
menjalankan kelangsungan hidupnya. Dengan adanya berbagai implikasi 
sosial dan ekonomi di atas, maka zakat dapat membentuk integrasi sosial 
yang kukuh serta memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Dua 
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Pengorganisasian atau stuktur organisasi zakat perlu dilakukan 
agar pelaksanaan zakat dapat dikoordinasikan dan dapat diarahkan, dimana 
subjek maupun objek daripada zakat lebih mantap untuk mengetahui 
proses pengelolaan zakat mulai dari awal hingga pada sasaran zakat 
tersebut. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 
pengorganisasian zakat, yakni : 
1. Penanggungjawab tertinggi seyogyanya ditangani oleh pemerintah atau 
pejabat tinggi dalam strata pemerintahan setempat atau lingkungan 
tertentu. Namun demikian, unsur – unsur masyarakat islam 
diikutsertakan dan turut pula bertanggung jawab.  
2. Pelaksananya adalah suatu lemabaga tetap dengan pegawai yang 
bekerja penuh secara professional, dibiayai pada permulaan dengan 
subsidi pemerintah, kemudian secara berangsur – angsur oleh dana 
amal zakat sendiri.  
3. Kebijaksanaan harus dirumuskan secara jelas dan dipergunakan 
sebagai dasar perencanaan, pengumpulan dan pendayagunaan zakat, 
sumber dan sasaran pemanfaatannya untuk satu waktu tertentu.  
4. Program pendayagunaan zakat harus terperinci supaya lebih efektif 
dan produktif lagi bagi pengembangan masyarakat.  
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5. Usulan proyek penggunaan dana untuk melaksanakan program yang 
dilakukan oleh lembaga dan atau organisasi masyarakat harus 
didasarkan pada studi kelayakan.  
6. Mekanisme pengawasan dilakukan atas dasar peraturan – peraturan, 
administrasi, baik ketata usahaan maupun pembukuan. Pada setiap 
semester atau akhir tahun dibuat laporan kinerja yang transparan. 
7. Pengembangan dasar – dasar hukum tentang zakat, pemahaman 
tentang zakat, sumber zakat, masalah pengumpulan dan 
pendayagunaannya dilakukan melalui penelitian, baik secara teoritik 
(kepustakaan) maupun empiris (lapangan). 
8. Penyuluhan dalam rangka menciptakan kondisi yang kondusif guna 
menarik simpatik masyarakat untuk menunaikan ibadah zakat yang 
dilakukan secara teratur dan terus menerus. 
43
 
Tanda – tanda positif dari geliat zakat di Indonesia juga 
menunjukkan tentang mulai signifikannya urusan zakat dalam tata kelola 
Negara kita. Berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada 
tahun 2001 melalui SK Presiden no. 8 tahun 2001 semakin menguatkan 
posisi zakat dalam lingkar pengelolaan Negara. Dengan semakin luasnya 
lingkup persoalan zakat dan semakin besarnya pengaruh zakat, maka 
sudah seharusnya apabila kini zakat lebih dalam lagi ditempatkan ditata 
kelola Negara Indonesia. Pola penanganan zakat juga harus mulai diubah, 
jika sebelumnya hanya didekati dalam platform hukum – hukum agama, 
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maka kedepan harus didekatai juga dalam instrument pengelolaan 
keuangan dan kebijakan ekonomi. 
44
 
Pada awal diwajibkan zakat pada masa Rasulullah SAW, 
pelaksanaan zakat ditangani sendiri oleh Rasulullah SAW. Beliau 
mengirim para petugasnya untuk menarik zakat dari orang – orang yang 
ditetapkan sebagai pembayar zakat, lalu dicatat, dikumpulkan, dijaga dan 




Sistem manajemen zakat pada zaman Rasulullah adalah dengan 
melakukan pembagian amil menjadi beberapa bagian, yaitu : 
1) Katabah : petugas untuk mencatat para wajib zakat 
2) Hasabah : petugas untuk menaksir,menghitung zakat 
3) Jubah : petugas untuk menarik, mengambil zakat dari muzaki  
4) Kahazanah : petugas untuk menghimpun dan memelihara harta 
zakat 
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Asas pelaksanaan pengelolaan zakat didasarkan pada firman Allah 
dalam Q.S at- taubah ayat 60.  
 ۡ َُٰت لِۡنُفَقَرآءِ َوٱل َدَق َىا ٱلصَّ َىَسَِٰكنِي َوٱۡمَعَِٰىننَِي َعنَۡيَها َوٱلُۡىَؤمََّفةِ قُنُوُبُهۡه َوِِف ٱلّرِقَاِب إِنَّ
ُ َعنِيٌه َحِكيه   ِِۗ َوٱَّللَّ بِيِلِۖ فَرِيَضٗة ّوَِي ٱَّللَّ ِ َوٱبِۡي ٱلسَّ  َوٱۡمَغَٰرِوِنَي َوِِف َسبِيِل ٱَّللَّ
Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang 
fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para 
mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, 
orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka 
yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang 





Berdasarkan ayat tersebut, dapat diketahui bahwasanya 
pengelolaan zakat bukan semata – mata dilakukan secara individual, dari 
muzakki diserahkan kepada mustahik, tetapi dilaksanakan oleh sebuah 
lembaga yang secara khusus menangani zakat, yang memenuhi 
persyaratan tertentu yang disebut degan amil zakat. Ami zakat inilah yang 
bertugas melakukan sosialisasi kepada msyarakat, melakukan penagihan, 
pengambilan dan mendistribusikan secara tepat dan benar.
48
 
Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, 




Pengelolaan zakat bertujuan :
50
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a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam 
pengelolaan zakat 
b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan 
masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.  
Manajemen pengumpulan zakat adalah suatu rangkaian aktivitas 
pengumpulan yang dilaksanakan secar sistematis dengan efektif dan 
efisien. Dibentuknya unit pengumpulan dana zakat, infak dan sadaqah 




Aktivitas pengumpulan terdiri dari : 
a. Sosialisasi, yaitu menjelaskan ZIS kepada masyarakat yang 
berpotensi menjadi muzakki sehingga sadar akan kewajibannya 
dan akan menjalankannya. 
b. Promosi, yaitu menjelaskan tentang kelebihan amil zakat yang 
akan menerima dan menyalurkan ZIS.  
Strategi pengumpulan terbagi tiga, yaitu : 
a. Bellow the line, yaitu aktivitas pengumpulan yang dilakukan secara 
langsung kepada calon pembayar ZIS di lokasi – lokasi yang dinilai 
strategis dan potensial, misalnya: membuka stan pameran, dan lain – lain.  
b. Above the line, yaitu aktivitas pengumpulan yang dilakukan dengan 
menggunakan media massa cetak maupun elektronik sebagai alat untuk 
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menarik minat calon pembayar ZIS menggunakan jasa amil zakat tersebut, 
misalnya: iklan di koran/majalah dan radio/TV.  
c. Aliansi, yaitu aktivitas pengumpulan yang dilakukan dengan cara 
aliasi/kerja sama dengan lembaga – lembaga lain.  
Langkah – langkah pengumpulan : 
a. Riset, yaitu melakukan riset dan analisa terhadap potensi dan perilaku 
calon muzakki yang akan dijadikan target pengumpulan serta hal – hal 
lainyang dapat memengaruhi. 
b. Perencanaan, yaitu membuat perencanaan jenis layanan apa saja yang akan 
dilakukan guna mengumpulkan dana ZIS dari target pasar tersebut.  
c. Oraganizing, yaitu menempatkan SDM yang akan menjalankan pelayanan, 
jumlah dan kualifikasinya. 
d. Pelaksanaan, yaitu menjalankan layanan sesuai dengan yang telah 
direncanakan. 
e. Monitoring dan pengawasan, yaitu melakukan monitoring dan pengawasan 
apakah layanan dapat berjalan dengan baik dan bagaimana hasilnya. 
Jenis layanan : 
a. Outlet amil zakat dengan setor tunai, cek/bilyet giro, debt card, dan lain – 
lain. 
b. Via kantor muzakki dengan melakukan potong gaji. 
c. Via bank dengan setor tunai, pindah buku, transfer, dan lain – lain. 






a. Laporan bagi lembaga yang mengelola dana publik adalah sesuatu yang 
wajib. 
b. Laporan tersebut harus dipublikasikan ke media massa atau dikirim kepada 
muzakki dan pihak – pihak yang berkepentingan. 
52
 
Pelembagaan zakat mungkin tidak secara langsung menjadi bagian dari 
sistem keuangan, tetapi ia mempunyai akibat langsung pada sistem keuangan 
itu.
53
 Kepercayaan sangat diperlukan dalam membentuk lembaga zakat. Untuk 





Kerahasiaan dan kurangnya transparansi dalam menjalankan 
sesuatu akan mengganggu trust building. Oleh karena itu diperlukan 
keterbukaan antara kedua belah pihak agar keduanya dapat saling percaya 
antara satu sama lain. 
 
2. Kompeten 
Adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas atau peran 
dalam membangun pengetahuan dan keterampilan yang didasarkan pada 
pengalaman dan pembelajaran. Yakni sebagai syarat untuk dianggap 
mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas di bidang pekerjaan 
tertentu. 
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Kejujuran merupakan elemen terpenting dalam mendapatkan 
sebuah kepercayaan, hal ini dimaksudkan untuk menghindari kecurangan 
yang bersifat merugikan yang lain. Jujur bermakna keselarasan antara 
berita dengan kenyataan yang ada. Dengan kata lain jujur adalah berkata 
atau memberikan suatu informasi yang sesuai kenyataan dan kebenaran. 
Dalam penerapannya, secara hukum tingkat kejujuran seseorang biasanya 
dinilai dari ketepatan pengakuan atau apa yang dibicarakan dengan 
kebenaran dan kenyataan yang terjadi. 
4. Integritas 
Integritas adalah keselarasan antara niat, pikiran, perkataan dan 
perbuatan. Dalam prosesnya, berjanji akan melaksanakan tugas secara 
bersih, transparan, dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala 
kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil 
kerja terbaik. Orang yang berintegritas tinggi mempunyai sikap yang tulus, 
jujur, berperilaku konsisten serta berpegang teguh pada prinsip kebenaran 
untuk menjalankan apa yang dikatakan secara bertanggung jawab. 
 
5. Akuntabilitas 
Akuntabilitas merupakan dorongan psikologi sosial yang dimiliki 
seseorang untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang telah dikerjakan 
kepada lingkungannya atau orang lain. Akuntabilitas sekiranya dapat 





menyelesaikan pekerjaan dan seberapa besar usaha (daya pikir) untuk 
menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan tersebut. 
6. Sharing 
Sharing adalah sebuah pengakuan atau pengungkapan diri terhadap 
orang lain yang berfungsi untuk berbagi sesuatu untuk meringankan 
sebuah masalah. Sharing merupakan elemen penting dalam membangun 
kepercayaan karena mempunyai manfaat nilai psikologis yakni membantu 
membangun hubungan yang lebih baik antara satu sama lain. Termasuk 
didalamnya sharing informasi, ketrampilan, pengalaman dan keahlian. 
7. Penghargaan. 
Untuk mendorong sebuah kepercayaan maka harus terdapat respek 
saling menghargai antara satu sama lain. 
Penduduk Indonesia yang mayoritas beragama islam, bertahun – 
bertahun mendambakan upaya pemberdayaan ekonomi umat yang lebih 
sistematis, transparan dan modern sesuai syariah Islam. Pada dasaranya 
pembayaran zakat sudah dilakukan dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari 
– sehari sebagai bentuk redistribusi pendapatan dari yang kaya kepada yang 
miskin. Namun pelaksaannya masih banyak dilakukan secara individual dan 
belum terprogram berdasarkan prinsip jamaah, kecuali beberapa institusi yang 
telah berhasil menyelenggarakannya secara profesional, walaupun sebenarnya 
masih belum dilakukan sesuai teladan Rasullah SAW.  
Pelaksanaan zakat secara individual dilakukan dengan tradisi yang 





sebanyak 2.5 % dari harta yang disimpan, sedangkan untuk hasil pertanian 
pemilik sawah memberikan 1/5nya sebagai kompensasi dari menuai padi.
55
  
Pemerintah berhak untuk mengatur sistem zakat bagi rakyatnya, dan 
berkewajiban membagikan hak kepada rakyat yang membutuhkannya. Di 
Indonesia masalah zakat telah diatur dalam undang – undang zakat no. 38 
tahun 1998 dan undang – undang no 23 tahun 2011.
56
 
Berdasarkan UU No 23 tahun 2011 lembaga yang bertugas mengelola 
zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional(BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat 
(LAZ). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang 
melakukan pengelolaan zakat secara nasional sedangkan Lembaga Amil zakat 
(LAZ) adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas 
membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.  
Cara pemindahan atau pemerataan kekayaan seperti ini dimaksudkan 
agar orang kaya tidak merasa zakat yang dikeluarkannya sebagai kebaikan 
hati, bukan kewajiban dan fakir miskin tidak merasa berhutang budi pada 
orang kaya karena menerima pembagian zakat. Apabila zakat dipungut oleh 
negara, keuntungannya diantara lain adalah sebagai berikut : 
1. Para wajib zakat lebih displin dalam menunaikan kewajibannya dan fakir-
miskin lebih terjamin haknya. 
2. Perasaan fakir-miskin lebih dapat dijaga, tidak merasa seperti meminta – 
minta. 
3. Pembagian zakat akan menjadi lebih tertib. 
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4. Zakat yang diperuntukkan bagi kepentingan umum seperti sabilillah 
misalnya, dapat disalurkan dengan baik karena pemerintah lebih 
mengetahui sasaran pemanfaatannya. 
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Salah satu ide terbesar dalam tata kelola yang tertuang dalam Undang 
– Undang No 23 Tahun 2011 adalah tentang pengelolaan zakat yang 
terintegrasi. Integrasi yang dimaksud dalam undang – undang sangat berbeda 
dengan sentralisasi. Menurut undang – undang, zakat yang telah terkumpul 
disalurkan berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. 
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Melalui integrasi pengelolaan zakat, dipastikan potensi dan realisasi 
pengumpulan zakat dari seluruh daerah serta manfaat zakat untuk pengentasan 




b. Inklusi Zakat  
Zakat merupakan salah satu pilar agama Islam. Paling tidak 
terdapat tiga kelompok yang terlibat dalam gerakan zakat, yaitu kelompok 
masyarakat yang memiliki kemampuan menunaikan zakat (muzaki), 
kelompok pengelola dan pegiat zakat (golongan amil), serta kelompok 
masyarakat yang tidak mampu yang termasuk kedalam delapan asnaf 
penerima zakat (mustahik). Saat ini banyak umat Islam yang belum dapat 
merasakan, menikmati dan menjalankan ibadah zakat.  
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Oleh karena itu, pemerintah menggagas zakat inclusion sebagai 
suatu program yang dirancang guna  memasyarakatkan zakat secara luas 
sehingga kegiatan berzakat dapat lebih mudah diakses atau dilakukan oleh 
masyarakat. Selain itu, akan dilakukan sinergi antara program zakat 
inclusion dengan program literasi dan inklusi keuangan untuk 
meningkatkan pemerataan pendapatan, pelayanan keuangan bagi 
kelompok masyarakat yang belum memiliki akses keuangan dan program 
pengentasan kemiskinan secara nasional berbasis dana zakat.
60
  
Perlunya pengoptimalan pengelolaan zakat penghasilan dan zakat 
perusahaan dalam rangka pemberdayaan perekonomian umat, dapat 
melalui pemanfaatan teknologi baik untuk pengumpulan zakat, penyaluran 
zakat, dan edukasi zakat kepada masyarakat. Berdasarkan data BAZNAS 
Tahun 2018, zakat penghasilan di Indonesia berpotensi mencapai Rp 
175,97 Triliun namun hanya terkumpul sejumlah Rp 2,79 triliun. Adapun 
zakat perusahaan yang berpotensi mencapai Rp 248,5 triliun hanya 
terkumpul sejumlah Rp 307 miliar. Adapun potensi zakat untuk Tahun 
2019 mencapai Rp 235,156 triliun.
61
 
Peluncuran gagasan inklusi zakat dilakukakn oleh Presiden Joko 
Widodo, bersama BAZNAS dan OJK pada tanggal 14 Juni 2017 di Istana 
Negara. Gagasan zakat inklusi adalah sebuah upaya mengajak sebanyak 
mungkin lapisan masyarakat untuk ikut dalam kampanye zakat dan 
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menjadi agen zakat bagi masyarakat di semua lapisan. Salah satu langkah 
yang ditempuh untuk mendukung hal itu adalah dengan memulai program 
penghimpunan zakat melalui ratusan ribu agen Layanan Keuangan Tanpa 
Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai).
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Dalam Masterplan Arsitektur Ekonomi dan Keuangan Syariah 
Indonesia (MAKSI), yang dirilis oleh BAPPENAS, zakat merupakan salah 
satu pilar penting dalam Religious Financial Sector. Keberadaan zakat 
dalam kerangka ini menjadi komplemen penyempurna yang tidak dimiliki 
oleh model keuangan konvensional. Penguatan ekonomi syariah tidak bisa 
terlepas dari pertumbuhan pengelolaan zakat di Indonesia. Hadirnya 
karakteristik aktivitas ekonomi syariah yang berkualitas diharapkan 
memberikan implikasi positif bagi perekonomian, antara lain: akses 
sumberdaya ekonomi yang merata, dorongan implementasi konsep bagi 
hasil, harmonisasi sektor keuangan dan sektor riil, investasi berkelanjutan 
dan bertanggung jawab, praktek ekonomi yang berhati-hati, dan 
pemenuhan prinsip syariah. Praktik dari semua ini muaranya adalah 
bagaimana tujuan pembangunan dan ekonomi syariah itu bisa terwujud 
yakni: mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera.
63
 
Geliat ekonomi syariah yang mulai menemukan momentumnya 
dan gaung inklusi dalam sektor keuangan menandakan bahwa zakat 
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memiliki peranan yang penting. Setidaknya, ada empat peran yang dapat 
dilakukan oleh zakat dalam pembangunan ini, yaitu: (1) memoderasi 
kesenjangan sosial; (2) membangkitkan ekonomi kerakyatan; (3) 
mendorong munculnya model terobosan dalam pengentasan kemiskinan; 
dan (4) mengembangkan sumber pendanaan pembangunan kesejahteraan 
umat di luar APBN maupun APBD. Keempat peran tersebut akan 
dijabarkan secara terperinci sebagai berikut.
64
 
Pertama, peran moderasi kesenjangan sosial yang dapat dilakukan 
oleh zakat tampak secara konkret dalam distribusi harta dari para wajib 
zakat (muzakki) kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahik), 
dengan amil zakat sebagai perantara. Dengan redistribusi harta 
nontransaksional ini, zakat secara teoritik dapat mengurangi kesenjangan 
kemakmuran antara golongan kaya dan golongan miskin. Implementasi 
zakat secara benar diyakini dapat mengurangi ketimpangan ekonomi yang 
ada selama ini. Kedua, peran kebangkitan ekonomi kerakyatan merupakan 
agenda zakat yang secara bahasan bermakna tumbuh dan berkembang. 
Penyaluran zakat kepada mustahik memiliki agenda untuk meningkatkan 
kemampuan mereka dalam mencukupi kebutuhan hidupnya, baik yang 
dalam bentuk pendistribusian zakat yang bersifat karitatif maupun 
pendayagunaan zakat yang bersifat produktif. Pemberdayaan mustahik 
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merupakan agenda memberdayakan ekonomi masyarakat miskin dan 
membangkitkan ekonomi kerakyatan. 
 Ketiga, zakat memiliki peran dalam mendorong munculnya model 
terobosan dalam pengentasan kemiskinan. Program penanggulangan 
kemiskinan yang ada selama ini merupakan program belas kasih dari 
pemerintah kepada orang-orang miskin. Program penanggulangan 
kemiskinan dari pemerintah sangat bergantung pada keberpihakan 
pemerintah dalam upaya peningkatan keadilan dan kesejahteraan sosial. 
Berbeda dengan zakat yang merupakan syariat wajib yang harus ada dalam 
kehidupan umat Islam. Dengan demikian, zakat memiliki kerangka filosofi 
yang lebih jangka panjang dan dengannya diharapkan mampu mendorong 
munculnya model terobosan dalam pengentasan kemiskinan yang 
berkelanjutan. Keempat, zakat merupakan sumber pendanaan 
pembangunan kesejahteraan umat di luar APBN maupun APBD. Jika 
selama ini program penanggulangan kemiskinan sangat bergantung pada 
kucuran dana pemerintah, maka sejatinya, umat Islam di Indonesia 
memiliki potensi dana Rp 286 triliun setiap tahunnya yang dapat 
dipergunakan secara spesifik bagi kelompok orang yang tidak berdaya 
dalam delapan ashnaf (kategori) mustahik. Jika dapat dioptimalkan, maka 









D. Inklusi Keuangan 
a. Pengertian Inklusi Keuangan  
 Inklusi keungan terdiri dari kata inklusi dan keuangan. secara bahasa 
inklusi dapat diartikan sebagai memasukkan, sedangkan keuangan secara 
bahasa diartikan dengan beberapa hal yang berhubungan dengan uang. 
Apabila kedua kata tersebut digabungkan memiliki arti yang baru, yang 
berhubungan dengan sebuah rencana global.  
 Inklusi keuangan dalam pandangan Islam merupakan upaya untuk 
menimgkatkan akses masyarakat terhadap lembaga keuangan agar 
pendistribusian dan pengelolaan keuangan ditengah – tengah masyarakat 
sesuai dengan ajaran Islam. Dengan adanya Inklusi keuangan syariah yang 
dapat dijadikan sarana untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam 
praktik keuangan syariah.
66
   
Istilah financial inclusion atau keuangan inklusif menjadi tren 
paska krisis 2008 terutama didasari dampak krisis kepada kelompok in the 
bottom of the pyramid  (pendapatan rendah dan tidak teratur, tinggal di 
daerah terpencil, orang cacat, buruh yang tidak mempunyai dokumen 
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identitas legal, dan masyarakat pinggiran) yang umumnya unbanked yang 
tercatat sangat tinggi di luar negara maju.  
Pada G20 Pittsbugh Summit 2009, anggota G20 sepakat perlunya 
peningkatan akses keuangan bagi kelompok ini yang dipertegas pada 
Toronto Summit tahun 2010, dengan dikeluarkannya 9 Principles for 
Innovative Financial Inclusion sebagai pedoman pengembangan keuangan 
inklusif. Prinsip tersebut adalah leadership, diversity, innovation, 
protection, empowerment, cooperation, knowledge, proportionality, dan 
framework.  
Sejak itu banyak fora-fora internasional yang memfokuskan 
kegiatannya pada keuangan inklusif seperti CGAP, World Bank, APEC, 
Asian Development Bank (ADB), Alliance for Financial Inclusion (AFI), 
termasuk standard body seperti BIS dan Financial Action Task Force 
(FATF), termasuk negara berkembang dan Indonesia.
67
 
Di Indonesia peraturan presiden keuangan inklusif juga telah 
masuk dalam 6 prioritas pemerintah Indonesia. Pada bulan Juni 2012, 
Bank Indonesia bekerjasama dengan Sekretariat Wakil Presiden - Tim 
Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Badan 
Kebijakan Fiskal - Kementerian Keuangan mengeluarkan Strategi 
Nasional Keuangan Inklusif. Strategi ini berisi kerangka kerja, 
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implementasi dan langkah kedepan pelaksanaan keuangan inklusif.
68
 
Selanjutnya diterbitkan Peraturan Presiden No 82 Tahun 2016 tentang 
Strategi Nasional Keuangan Inklusif yang kini telah di ganti dengan 
Preraturan Presiden Tentang Keuangan Inklusif No 114 Tahun 2020. 
Pada hakikatnya keuangan inklusif adalah seluruh upaya yang 
bertujuan meniadakan segala bentu hambatan terhadap akses masyarakat 
dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan dengan biaya yang 
terjangkau. Belum terdapat defnisi baku mengenai keuangan inklusif. 




a. World Bank mendefinisikan keuangan inklusif sebagai proporsi 
individu dan perusahaan yang menggunakan produk dan jasa 
keuangan.  
b. IMF mendefinisikannya sebagai akses dan penggunaan produk 
keuangan formal.  
c. Organization for Economic Co-operation and Development 
(OECD) mendefinisikan keuangan inklusif sebagai “process of 
promoting affordable, timely and adequate access to a wide range 
of regulated financial products and services and broadening their 
use by all segments of society through the implementation of 
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tailored existing and innovative approaches including financial 
awareness and education with a view to promote financial well-
being as well as economic and social inclusion” 
d. OJK mendefinisikan inklusi keuangan sebagai ketersediaan akses 
pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai 
dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  
e. Strategi Nasional Keuangan Inklusif mendefinisikan inklusi 
keuangan sebagai hak setiap orang untuk memiliki akses dan 
layanan penuh dari lembaga keuangan secara tepat waktu, nyaman, 
informatif, dan terjangkau biayanya, dengan penghormatan penuh 
kepada harkat dan martabatnya. Layanan keuangan tersedia bagi 
seluruh segmen masyarakat, dengan perhatian khusus kepada orang 
miskin, orang miskin produktif, pekerja migrant, dan penduduk di 
daerah terpencil. 
b. Kelompok Sasaran Keuangan Inklusif 
Keuangan inklusif ini merupakan strategi pembangunan nasional 
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan 
pendapatan, pengentasan kemiskinan serta stabilitas sistem keuangan. 
Strategi yang berpusat pada masyarakat ini menyasar kelompok yang 
mengalami hambatan untuk mengakses layanan keuangan. Strategi 
keuangan inklusif secara eksplisit menyasar kelompok dengan 





tiga kategori penduduk (orang miskin berpendapatan rendah, orang 
miskin bekerja/miskin produktif, dan orang hampir miskin) dan tiga 




Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran prioritas dalam 
strategi nasional keuangan inklusif 2016 sesuai dengan Peraturan 
Presiden No 82 Tahun 2016 mengalami sedikit perbedaan. Keuangan 
inklusif menekankan penyediaan layanan keuangan berdasarkan 
kebutuhan yang berbeda dari tiap kelompok masyarakat. Meskipun 
mencakup semua segmen masyarakat, kegiatan keuangan inklusif 
difokuskan pada kelompok yang belum terpenuhi oleh layanan 
keuangan formal yaitu :  
1. Masyarakat berpendapatan renadah. Masyarakat berpendapatan 
rendah kelompok masyarakat 40% berpendapatan terendah 
berdasarkan basis data terpadu yang bersumber dari hasil 
kegiatan pendataan program perlindungan sosial (PPLS) yang 
dilaksanakan oleh badan pusat statistik. Kelompok ini memiliki 
akses terbatas atau tanpa akses sama sekali kesemua layanan 
keuangan yang mencakup masyarakat penerima bantuan sosial, 
program pemberdayaan masyarakat dan wirausaha yang 
memiliki keterbatasan sumber daya untuk memperluas usaha.  
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2. Pelaku usaha mikro dan kecil, melakukan pelaku usaha sesuai 
denan Undang – Undang No 20 tahun 2008 tentang usaha 
mikro, kecil dan menengah. Kategorisasi usaha kecil dan 
menengah tersebut dilakukan berdasarkan aset bersih dan 
nominal penjualan dalam setahun.  
3. Masyarakat lintas kelompok, yaitu pekerja migram, wanita, 
masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 
(PMKS), masyarakat di daerah tertinggal, perbatasan dan pulau 




c. Indikator Keuangan Inklusif 
Untuk mengukur tingkat inklusi keuangan terdapat 3 indikator, 
yaitu : 
1. Indikator akses, mencerminkan kedalaman jangkauan layanan 
keuangan, seperti penetrasi cabang di daerah pedesaan, atau 
hambatan sisi permintaan yang dihadapi pelanggan untuk 
mengakses  lembaga keuangan, seperti biaya atau informasi. 
2. Indikator penggunaan, mengukur bagaimana klien menggunakan 
jasa keuangan, seperti keteraturan dan durasi penggunaan 
produk/jasa keuangan dari waktu ke waktu (misalnya rata – rata 
saldo tabungan, jumlah transaksi per rekening, jumlah pembayaran 
elektronik yang dibuat). 
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3. Indikator kualitas, menjelaskan apakah produk dan jasa keuangan 
telah sesuai dengan kebutuhan konsumen, berbagai pilihan yang 




E. Penelitian Terdahulu  
Adapun penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan 
penelitian ini, serta persamaan dan perbedaan dapat dilihat pada tabel 
berikut :  



















Bagi Pelaku UMKM 
Tasikmalaya 
Usaha yang dilakukan Lembaga 
Keuangan Syariah (LKS) di 
Tasikmalaya untuk 
mengimplementasikan inkusi 
keuangan sudah cukup banyak, 
seperti diberikan produk, 
program pembiayaan untuk 
pelaku usaha UMKM. Dalam 
menerapkan keuangan inklusif 
terdapat hambatan dari sumber 
daya manusia serta kantor 
layanan yang terbatas, kemudian 
terkendala dari agunan sebagai 
second way out untuk tetap 
menjaga keamanan dalam 
transaksi pembiayaan, 
pelayanyan yang masih kurang 
maksimal, pinjaman instant 
menjadi pilihan masyarakat, 
kemudian pandangan masyarakat 
yang tidak mau melakukan 
                                                          
72





transaksi keuangan di LKS 
karena akan direpotkan dengan 
berbaggai persyaratan. 
 
PERSAMAAN  Upaya yang dilakukan 




PERBEDAAN  Lembaga keuangan yang 
diteliti adalah BMT dan 
Baznas  
 Tidak hanya terfokus pada 
pembiayaan tetapi juga 
pengumpulan dana  













Hasil dari penelitian ini 
adalah program inklusi keuangan 
yang diterapkan BMT Al- Falah 
dengan turunnya transaksi 
rentenir sedang. Jika program 
inklusi keuangan di BMT Al – 
Falah meningkat akan terjadi 
penurunan transaksi rentenir. 
PERSAMAAN  Mengetahui Pelaksanaan 
Program Inklusi 
Keuangan Di BMT  
PERBEDAAN  Mengetahui upaya yang 
dilakukan BMT untuk 
mengumpulkan dan 
pembiayaan kepada 
masyarakat sekitar  
 Mengetahui upaya 
BAZNAS sebagai 
lembaga keuangan syariah 
yang mengelola zakat 
dalam meningkatkan 
jumah Muzakki dan 
Mustahik yang 
mendapatkan manfaat 
dana zakat  







Hasil dari penelitian ini 
KJKS Satmakura Halal belum 








disebabkan oleh masalah internal 
lembaga tersebut, dimana seluruh 
dana yang ada disetor dan 
digunakan untuk kantor pusat. 
Hal ini menyebabkan anggota 
sulit  mendapatkan pembiayaan, 
yang artiya KJKS belum 
melaksanakan fungsi inklusinya. 
 
PERSAMAAN  Melihat fungsi inklusi 
keuangan pada BMT  
PERBEDAAN   Melihat upaya BMT 
dalam mewujudkan 
keuangan yang inklusif  
 Melihat upaya BAZNAS 
dalam mewujudkan zakat 
inklusif 








Zakat Di Indonesia 
Jumlah orang yang 
membayar zakat di Indonesia 
masih sangat sedikit jika 
dibandingkan dengan orang yang 
wajib berzakat. Selama periode 
2006-2015 prosentase wajib zakat 
yang membayar zakat melalui 
Badan Amil Zakat kurang dari 
0.1%. Hal ini menunjukkan 
tingkat inklusi pembayaran zakat 
masyarakat Indonesia masih 
sangat rendah. 
PERSAMAAN  Melihat inklusi 
pembayaran zakat doi 
badan amil zakat 
PERBEDAAN  Melihat inklusi zakat 
tidak hanya dari segi 
pembayaran tetapi juga 
penyaluran kepada 
mustahik  
 Tempat penelitian BMT 
dan Baznas Kab. Kampar  
 Tahun penelitian 2019  




Zakat Di Provinsi 
Riau 
Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pembayaran 
zakat di Provinsi Riau periode 





peningkatan sejalan dengan 
semakin banyaknya penduduk 
dan masyarakat yang membayar 
zakat. Namun peningkatan 
penerimaan zakat tidak sebanding 
dengan jumlah wajib zakat. 
Dengan persentase wajib zakat 
yang membayar zakat melalui 
badan amil zakat kurang dari 
0.3%.   
PERSAMAAAN  Melihat inklusi 
pembayaran zakat di 
Indonesia 
PERBEDAAN  Melihat tingkat inklusi 
zakat dari baik dari segi 
penerimaan maupun 
penyaluran dana  
 Tempat penelitian di 
Kabupaten Kampar  
 Melihat upaya Baznas 
Kampar dalam 
meningkatkan jumlah 
wajib zakat yang berzakat 
melalui Baznas  
 Melihat upaya Baznas 
Kampar dalam 
memberdayakan dana 















A. Jenis Penelitian 
Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) 
adalah penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau kepada 
responden.
73
 Penelitian kualitatif tidak menggunakan statistic, tetapi 
melalui pengumpulan data, analisis, kemudian diinterpretasikan.
74
 
Penelitian kualitatif dapat digunakan apabila ingin melihat atau 
mengungkapkan suatu keadaan maupun suatu dalam konteksnya, 
menemukan makna (meaning) atau pemahaman yang mendalam tentang 
suatu masalah yang dihadapi.
75
 
B. Tempat Penelitian  
Penelitian ini dilakukan dengan mencari sumber data primer 
langsung ketempat yang menjadi sasaran penelitian yaitu BMT Marwah di 
Jl. Raya Pekanbaru – Bangkinang Km 34, Komplek Pertokoan Terminal 
Pasar Danau Bingkuang dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 
Kabupaten Kampar Jl. D.I. Panjaitan Gedung Muamalah. Komplek 
Markaz Islami Kab Kampar.  
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C. Subjek dan Objek Penelitian 
Sebagai subjek penelitian adalah karyawan BMT Marwah dan 
pengurus BAZNAS Kabupaten Kampar periode 2016 – 2021. Sedangkan 
objek adalah upaya BMT MARWAH dan BAZNAS Kabupaten Kampar 
dalam mengimplementasikan keuangan inklusif. 
D. Informan Penelitian   
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan informan penelitian 
utama (Key Informan). Key informan dapat diartikan sebagai sumber 
utama dan sebagai actor yang layak disebut sebagai sumber yang 
berkompeten dalam suatu hal atau suatu bidang tertentu secara lebih 
dibandingkan yang lain.
76 Untuk memilih informan kunci lebih tepat 
digunakan secara sengaja (purposive sampling).
77
 
Adapun key penelitian ini adalah pimpinan  BMT Marwah dan 
pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar. 
Kemudian selain key informan dalam penilitian ini, peneliti akan 
mewawancara nasabah BMT Marwah serta muzakki dan mustahik 
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E. Sumber Data 
Untuk mengambil data dalam penelitian ini penulis 
menggunakan data primer dan sekunder.  
a. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh 
secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara).
78
 Dalam 
penelitian ini data penulis peroleh dari pengurus BMT Marwah dan 
BAZNAS Kabupaten Kampar dalam upaya implementasikan 
keuangan inklusif.  
b. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh 
peneliti secara tidak langsung melalui media perantara.
79
 Data 
sekunder umumnya berupa bahan kepustakaan, peraturan 
perundang – undangan yang tertulis catatan atau laporan historis 
yang telah tersusun dalam arsip (data dokumen) yang dipubliksikan 
dan yang tidak tidak dipublikasikan.   
F. Teknik Pengumpulan Data 
Data yang diperlukan dalam penelitian ini akan dikumpulkan 
melalui lima cara yaitu: observasi, perpustakaan, wawancara, dan 
dokumentasi. 
a. Observasi yaitu cara mengumpulkan data yang penulis lakukan 
dengan mengamati gejala – gejala yang ada dilapangan. 
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b. Perpustakaan yaitu penulis memperoleh buku – buku, dan berbagai 
literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 
c. Wawancara adalah merupakan teknik pengambilan data ketika 




d. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 
Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya – karya 
monumental dari seseorang. 
81
 
G. Teknik Analisis Data 
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 
sistematis data yang diperoleh melalui wawancara, catatatan lapangan 
dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam 
kategori, menjabarkannya kedalam unit – unit, melakukan sintesa, 
menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang 
akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami.  
Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara 
sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk 
meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan 
menyajikannya sebagai temuan bagi yang lain, sedangkan untuk 
meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan 
berupaya mencari makna (meaning).
82
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Pada proses analisis data kualitatif terdapat 3 (tiga tahapan), 
yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) dan 
pengambilan kesimpulan/verifikasi. Berikut penjelasan dari tahapan 
analisis data kualitatif : 
a. Reduksi data (data reduction). 
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal – hal 
pokok, memfokuskan pada hal – hal yang penting, dicari tema dan 
polanya dan membuang yang tidak perlu. Pada tahapan ini data 
yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang kebih jelas 
dan memudahkan peneliti pada tahapan selanjunya. Pada teknik 
ini, data – data diperoleh dari para informan dan responden yang 
kemudian disusun secara sistematis sesuai dengan tujuan 
penelitian. 
83
     
b. Penyajian data (data display). 
Tahapan selanjutnya setelah mereduksi data adalah 
penyajian data. Pada tahapan ini, penyajian data dilakukan peneliti 
mengenai upata BMT Marwah dan BAZNAS 
mengimplementasikan keuangan yang inklusif. Dalam penyajian 
data, akan disajikan dalam bentuk hasil wawancara dan kemudian 
dijelaskan lagi secara rinci. 
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c. Pengambilan kesimpulan/verifikasi. 
Tahapan terakhir pada analisis data kualitatif adalah 
kesimpulan/verifikasi. Kesimpulan diverivikasi selama kegiatan 
berlangsung. Analisis data kualitatif merupakan upaya yang 
berlanjut, berulang – ulang dan terus menerus. 
84
 
H. Rencana Out Line  
Sistematika penulisan dalam penelitian ini, penulis membagi dalam 
bentuk bab – bab yaitu sebanyak 5 bab dengan tujuan mempermudah 
penulisan penelitian. Dengan kerangka dasar sebagai berikut :  
BAB I : PENDAHULUAN  
A. Latar Belakang  
B. Permasalahan  
a. Identifikasi Masalah  
b. Batasan Masalah  
c. Rumusan Masalah  
C. Tujuan Penelitian  
D. Kegunaan Penelitian  
E. Sistematika Pembahasan  
BAB II : LANDASAN TEORITIS  
A. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah  
B. BMT (Baitul Mal Wa Tamwil) 
a. Pengertian BMT dan Sumber Hukum  
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b. Peran BMT  
c. Pemasaran BMT  
C. Lembaga Amil Zakat (LAZ) 
a. Lembaga Amil Zakat Di Indonesia dan Sumber 
Hukum 
b. Inklusi Zakat  
D. Inklusi Keuangan  
a. Pengertian Inklusi Keuangan  
b. Kelompok Sasaran Keuangan Inklusif 
c. Indikator Keuangan Inklusif 
E. Penelitian Terdahulu   
BAB III : METODE PENELITIAN  
A. Jenis penelitian  
B. Tempat penelitian  
C. Subjek dan objek penelitian  
D. Informan penelitian  
E. Sumber data  
F. Teknik pengumpulan data  
G. Teknik analisis data  
H. Rencana out line  
BAB IV : HASIL PENELITIAN  
A. Upaya Bmt Marwah Dalam Mengimplementsikan 





B. Upaya Baznas Kabupaten Kampar Dalam 
Mengimplementasikan Zakat Inklusif  
C. Hambatan Dan Solusi Bmt Marwah Dan Baznas Dalam 
Mengimplementasikan Keuangan Inklusif. 
BAB V : PENUTUP  
A. Kesimpulan  
























A. KESIMPULAN  
 
1. Upaya BMT dalam mengimplementasikan keuangan inklusif adalah 
dengan memberikan produk – produk keuangan yang sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat. Pesryaratan yang mudah, kejelasan pencatatan 
setiap transaksi. Berinteraksi secara langsung dengan masyarakat 
sebagai upaya untuk mengenalkan produk, meningkat kepercayaan 
masyarakat sekitar dan pelayanan yang diberikan kepada nasabah  atau 
calon nasabah. Akan tetapi pembiayaan mudharabah diberhentikan 
untuk sementara dikarenakan anggota pembiayaan sulit untuk 
menyelesaikan pembiayaannya.  
2. Upaya BAZNAS Kabupaten Kampar dalam mengimplementasikan 
keuangan inklusif dilakukan dengan berbagai cara untuk meningkatkan 
pengumpulan zakat dengan cara sosialisasi, pembentukan UPZ, 
advokasi dan pelayanan zakat. Dengan cara ini diharapkan semakin 
meningkatkan kepercayaan muzaki untuk berzakat di BAZNAS 
seihingga jumlah zakat yang terkumpul semakin besar dan dapat 
dimanfaatkan mustahik. Melalui pendistribusian zakat mustahik yang 
telah mendapatkan manfaat zakat. Bagi yang sebelumnya kesulitan 
memenuhi kebutuhan pokok terbantu dengan adanya zakat konsumtif, 





untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha maka terbantu 
dengan adanya zakat konsumtif.  
3. Berbagai hambatan ditemui dalam upaya mengimplementasikan 
keuangan inklusif baik oleh BMT maupun BAZNAS, akan tetapi BMT 
dan BAZNAS  mengupayakan berbagai cara untuk mengatasi 
hambatan tersebut.  
B. SARAN  
1. Sebaiknya BMT lebih meningkatkan sosialiasi kepada masyarakat 
untuk mengenalkan produk – produk penghimpunan, pembiayaan 
maupun jasa yang dimiliki. Sehingga masyarakat tidak lagi memiliki 
persepsi bahwa BMT, lembaga konvensional maupun rentenir sama.  
2. Membuat suatu aturan untuk menyelesaikan permasalahan pembiayaan 
mudharabah. 
3. BMT Marwah sebaiknya meningkatkan pengawasan kepada anggota 
yang mendapatkan pembiayaan baik mudharabah atau murabahah.  
4. Mengenalkan fintech kepada anggota dan memanfaatkannya agar 
anggota tidak hanya mengandalkan system jemput bola yang ada di 
BMT 
5. Meningkatkan  kinerja pada pengumpulan zakat, infak dan sedekah 
sebagai salah satu tugas sebagai baitul maal. Sehingga lebih banyak 
lagi masyarakay yang mendapatkan manfaat.  
6. BAZNAS sebaiknya meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam 





7. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendapatkan 
tambahan biaya operasional sehingga tidak lagi tergantung pada dana 
amil.  
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PERANAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN 
KEUANGAN INKLUSIF (STUDI PADA BMT MARWAH DAN BADANAMIL ZAKAT 
NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN KAMPAR) 
PEDOMAN WAWANCARA BMT MARWAH  
A. PIMPINAN  
1. Kapan BMT Marwah mulai berdiri ? 
2. Apa visi dan misi BMT Marwah ? 
3. Berapa modal awal pendirian BMT Marwah ? 
4. Siapa saja dan berapa jumlah nasabah BMT Marwah sampai sekarang? 
5. Apa saja produk Funding BMT Marwah ? 
6. Apa saja produk Financing BMT Marwah ? 
7. Apa upaya BMT Marwah untuk memberikan produk yang sesuai dengan 
kebutuhan dan terjangkau bagi nasabah maupun calon nasabah ? 
8. Bagaimana BMT Marwah mengelola dana Zakat, Infak dan Sedekah ? 
9. Apa yang bapak ketahui tentang inklusi keuangan syariah? 
10. Apa hambatan yang dihadapi BMT Marwah ? 
11. Apa rencana BMT Marwah untuk kedepannya agar menjadi lembaga keuangan 
syariah yang mudah, murah dan aman bagi masyarakat? 
 
B. FUNDING  
1. Apa saja produk funding BMT Marwah? 
2. Bagaimana cara menjadi nasabah bmt ? 
3. Apa upaya untuk meningkat jumlah nasabah ? 
4. Apa hambatan dalam upaya meningkatkan jumlah nasabah ? 
 
C. FINANCING  
1. Apa saja produk financing ? 
2. Bagaimana cara mengajukan pembiayaan? 
3. Bagaimana perhitungan nisbah bagi hasil? 
4. Bagaimana cara menghadapi anggota yang bermasalah dalam pembiayaan ? 
 
D. ANGGOTA 
1. Sudah berapa lama bapak/ibuk menjadi anggota BMT Marwah? 
2. Dari mana bapak/ibuk mengetahui BMT Marwah ? 
3. Apa alasan bapak/ibuk menjadi anggota BMT Marwah? 
4. Apa persyaratan menjadi angggota BMT Marwah ? 
5. Apakah produk BMT Marwah sudah sesuai dengan kebutuhan? 
6. Bagaimana pelayanan BMT Marwah? 





















PEDOMAN WAWANCARA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
KABUPATEN KAMPAR 
 
A. PIMPINAN  
1. Apa yang bapak ketahui tentang inklusi zakat? 
2. Apakah inklusi zakat sudah diterapkan untuk seluruh Baznas di Indonesia? 
3. Menurut bapak apakah  
4. Apa hambatan yang ada di lapangan untuk meningkatkan pengumpulan zakat? 
5. Apa solusi sehingga pengumpulan zakat meningkat dan semakin banyak 
masyarakat yang mendapatkan manfaat? 
B. BIDANG PENGUMPULAN  
1. Dari mana saja sumber dana zakat ? 
2. Bagaimana cara muzakki untuk membayarkan zakatnya? 
3. Apa saja upaya yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah muzakki ? 
4. Berapa realisasi pengumpulan dana zakat 2015 – 2019? 
5. Berapa potensi zakat yang ada di Kabupaten Kampar ? 
C. BIDANG PENYALURAN  
1. Apa saja program penyaluran zakat yang ada di Kabupaten Kampar? 
2. Bagaimana BAZNAS menentukan mustahik yang berhak menerima zakat ? 
3. Berapa lama proses dalam menentukan mustahik ? 
4. Bagaimana cara penyaluran zakat ke mustahik? 
5. Berapa realisasi penyaluran zakat? 
6. Berapa jumlah mustahik yang menerima zakat ? 
D. MUZAKKI  
1. Dari mana Bapak/Ibu mengetahui Baznas? 
2. Sudah berapa lama bapak/ibu menyalurkan zakat ke Baznas? 
3. Mengapa bapak/ibu menyalurkan zakat ke baznas ? 
4. Bagaimana cara bapak/ibu menyerahkan zakat? 
E. MUSTAHIK 
1. Bagaimana cara bapak/ibu bisa mendapatkan zakat dari Baznas? 
2. Apa saja syarat untuk mendapatkan zakat ? 
3. Apa manfaat yang bapak/ibu dapatkan dari zakat ?  
LAMPIRAN  
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